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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan digitalisasi yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi 

publik di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan informasi yang cepat, 

efektif, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Wonosobo telah mengembangkan berbagai upaya 

digitalisasi melalui penguatan website resmi, optimalisasi media sosial, 

pemanfaatan aplikasi berbasis layanan publik, dan penyediaan informasi melalui 

kanal digital lainnya. Namun demikian, implementasi inovasi dan digitalisasi 

tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, 

rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, belum meratanya koordinasi 

antarperangkat daerah, serta belum optimalnya manajemen informasi di lingkungan 

pemerintah daerah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis 

data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo telah berjalan dengan baik pada aspek penyediaan kanal 

informasi dan pemanfaatan media digital untuk publikasi, namun belum optimal 

pada aspek pengelolaan konten, konsistensi penyampaian informasi, serta 

koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Faktor pendukung inovasi 

meliputi komitmen pimpinan daerah, keberadaan regulasi keterbukaan informasi 

publik, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi cepat. 

Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan SDM pengelola informasi, 

infrastruktur jaringan yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam memanfaatkan informasi publik. Secara keseluruhan, penelitian ini 

menegaskan bahwa inovasi dan digitalisasi merupakan instrumen penting dalam 

meningkatkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

perlu memperkuat integrasi sistem informasi, meningkatkan kompetensi SDM, 

serta memperluas literasi digital masyarakat agar tujuan keterbukaan informasi 

publik dapat tercapai secara optimal. 

Kata kunci: inovasi, digitalisasi, keterbukaan informasi publik, pemerintah 

daerah, Wonosobo. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the innovation and digitalization initiatives 

undertaken by the Government of Wonosobo Regency in promoting public 

information transparency in the digital era. The rapid development of information 

and communication technology (ICT) requires local governments to provide fast, 

effective, and accessible public information services. The Office of Communication 

and Informatics of Wonosobo Regency has implemented various digital initiatives, 

including strengthening official websites, optimizing social media, utilizing public 

service applications, and disseminating information through multiple digital 

platforms. However, the implementation still faces several challenges, such as 

limited infrastructure, low digital literacy among some community members, 

uneven coordination among government units, and suboptimal information 

management practices. 

This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through 

interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using 

reduction, display, and conclusion drawing techniques. The results indicate that 

digital innovation in Wonosobo Regency has been successful in creating 

information channels and enhancing digital communication, but remains limited in 

content management, consistency, and cross-agency coordination. Supporting 

factors include strong leadership commitment, regulatory frameworks on public 

information disclosure, and the increasing demand for timely information. 

Inhibiting factors include limited human resources, uneven network infrastructure, 

and low community participation in accessing public information. Overall, the 

study highlights that innovation and digitalization are crucial for improving public 

information transparency. The Government of Wonosobo Regency needs to 

strengthen information system integration, enhance staff competencies, and expand 

community digital literacy to fully achieve the goals of public information 

disclosure. 

Keywords: innovation, digitalization, public information transparency, local 

government, Wonosobo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat 

pesat dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang signifikan 

terhadap hampir seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam tata kelola 

pemerintahan (Lubis & Nasution, 2023). Dalam era digital ini, masyarakat 

semakin menuntut adanya transparansi dan keterbukaan informasi yang lebih 

besar dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik (good governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan Masyarakat (Hasriani, 2024). 

Salah satu elemen penting dari pemerintahan yang baik adalah keterbukaan 

informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang relevan dan bermanfaat (Dwi Andayani Budisetyowati, 2019). 

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Kneuer menyatakan 

bahwa penyebaran informasi merupakan pilar penting dalam sebuah negara 

demokrasi dan ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang 

baik. Tata kelola pemerintahan dengan memberikan akses terbuka kepada 

Masyarakat untuk turut berpartisipasi juga mempengaruhi sistem control 

masyarakat pada pemerintah secara langsung. Di Indonesia, keterbukaan 

informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap 

badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan akses informasi 
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yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah, termasuk 

Kabupaten Wonosobo, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang 

tersebut, perlu mengadopsi teknologi informasi sebagai sarana utama dalam 

mewujudkan keterbukaan informasi publik. 

Pemerintah dan badan publik dalam upaya mendukung keterbukaan 

informasi publik diharuskan untuk memastikan sistem yang terbuka, 

pelaksanaan kebijakan yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses 

dengan cepat, tepat waktu, efektif, dengan biaya rendah dan dengan cara yang 

mudah diakses oleh masyarakat secara terbuka. Keterbukaan informasi publik 

pada Pemerintahan Daerah mencerminkan bagaimana seharusnya 

pemerintahan responsif merefleksikan hak publikasi yang mudah diakses 

kepada masyarakat, sebagaimana dengan makna Pemerintahan yang responsif 

atau bertanggung jawab. 

Kabupaten Wonosobo, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa 

Tengah, telah mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan 

keterbukaan informasi publik (Alvioni et al., 2022). Sejak diberlakukannya UU 

KIP, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan berbagai inovasi 

kebijakan untuk memastikan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat 

bagi masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), 

pengembangan layanan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparatur 

dalam mengelola informasi publik. Hak untuk memperoleh informasi 

merupakan  persyaratan  yang  mendasar  dalam  rangka  mewujudkan 
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penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel (Rahimallah 

& Ricky, 2023). 

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah 

mengimplementasikan berbagai strategi untuk memenuhi tuntutan keterbukaan 

informasi. Melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, 

pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan informasi publik yang 

lebih baik dan efektif (PERKI RI, 2021). Inovasi dalam kebijakan ini tidak 

hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, 

dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Mindarti et al., 2022). 

Ketersediaan informasi publik dapat dimanfaatkan dalam bentuk 

kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan 

lainnya (Ulumiyah & Gati, 2024). Jika tidak adanya akses pada keterbukaan 

informasi maka akan mendorong masyarakat melakukan penolakan pada setiap 

kebijakan pemerintah. Maka dengan demikian, peran pemerintah menjadi hal 

yang sangat penting dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi 

public (Baharuddin, 2020). 

Inovasi dan digitalisasi menjadi salah satu solusi dalam menghadapi 

tantangan keterbukaan informasi di era modern ini. Melalui pemanfaatan 

teknologi digital, informasi yang sebelumnya sulit diakses dapat 

disebarluaskan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Selain itu, digitalisasi 

juga dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Kabupaten Wonosobo, sebagai salah satu daerah di 



5  

Indonesia, juga tidak terlepas dari tantangan dan peluang tersebut. Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo telah berusaha untuk mengintegrasikan teknologi digital 

dalam berbagai aspek layanan publik dan penyebaran informasi kepada 

masyarakat. 

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Wonosobo (2023), keberadaan PPID di Kabupaten Wonosobo telah 

mampu meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di daerah tersebut. 

Badan Publik Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 dan 2023 berhasil 

mempertahankan predikan “Informatif” dengan indeks nilai yang memuaskan 

dalam anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Jawa 

Tengah (Tribun Jateng, 2023). Namun, tantangan baru muncul seiring dengan 

dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Di Kabupaten Wonosobo, upaya untuk meningkatkan keterbukaan 

informasi publik dapat berjalan lebih efektif dengan adanya adaptasi 

digitalisasi. Pemerintah yang responsif tidak hanya mampu menyediakan 

informasi yang cepat dan akurat, tetapi juga dapat merespon kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat secara lebih cepat dan tepat melalui teknologi digital. 

Adaptasi digitalisasi dalam pemerintahan Kabupaten Wonosobo menjadi 

langkah penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih 

responsif di era digital. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat menyediakan 

akses informasi yang lebih mudah, meningkatkan akuntabilitas, serta 

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih 

partisipatif. Di sisi lain, tantangan yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur 
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dan rendahnya literasi digital, perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat dan 

kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi 

kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Kabupaten Wonosobo. 

Namun, meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan inovasi 

dan digitalisasi dalam pemerintahan, masih terdapat tantangan yang perlu 

diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi 

digital di kalangan sebagian masyarakat, serta masalah dalam mengelola dan 

memastikan akurasi data yang disebarluaskan. Oleh karena itu, penting untuk 

mengeksplorasi bagaimana Kabupaten Wonosobo dapat memanfaatkan 

inovasi dan digitalisasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang 

lebih efektif dan efisien, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada 

dalam proses tersebut. 

Inovasi dan digitalisasi keterbukaan informasi publik dapat mendukung 

good governance dengan memberikan akses yang mudah dan cukup kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Fatullatifah et al., 

2017). Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

Melihat pentingnya keterbukaan informasi dalam menciptakan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta dinamika yang terjadi di 

Kabupaten Wonosobo, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan 
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digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam 

mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. Penelitian ini juga 

akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengkaji sejauh mana 

inovasi kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan 

informasi publik di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, serta 

menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan 

kebijakan keterbukaan informasi di Kabupaten Wonosobo maupun daerah 

lainnya di Indonesia 

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam 

mengimplementasikan inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan 

keterbukaan informasi publik di era digital. Penelitian ini juga akan menilai 

dari digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik serta hambatan-hambatan 

yang dihadapi dalam proses tersebut, dengan harapan dapat memberikan 

rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kebijakan dan implementasi 

teknologi di masa depan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagiaman inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi dan 

digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam 

mewujudkan keterbukaan informasi publik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Adapun tujuan penelitian 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di 

era digital. 

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 

inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. 

1.4 Signifikasi Penelitian 

1.4.1. Signifikasi Akademis 

 

Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang komunikasi publik 

dan teknologi informasi di pemerintahan, khususnya terkait penerapan 

inovasi dan digitalisasi untuk keterbukaan informasi publik. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam 

tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah, 

khususnya di Kabupaten Wonosobo, dalam menghadapi era digital. 

Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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1.4.2. Signifikasi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dan daerah lain dalam mengimplementasikan 

kebijakan digitalisasi dan inovasi untuk meningkatkan keterbukaan 

informasi publik. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah untuk 

menyusun kebijakan yang lebih strategis, memperbaiki sistem digitalisasi 

yang ada, dan menghadapi hambatan dalam penerapan digitalisasi di 

pemerintahan. 

1.4.3. Signifikasi Sosial 

 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya akses informasi publik yang terbuka dan transparan. 

Digitalisasi pemerintahan dapat mempermudah masyarakat dalam 

mengakses informasi terkait kebijakan dan layanan publik, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Selain 

itu, transparansi yang meningkat diharapkan dapat memperkuat 

kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperbaiki tata kelola 

pemerintahan. 

1.5 Kerangka Penelitian 

 

1.5.1 Paradigma Penelitian 

 

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. 

Paradigma konstruktivis memandang bahwasannya kenyataan merupakan 

hasil konstruksi atau bentukan dari manusia. Paradigma konstruktivisme 
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melihat manusia sebagai individu yang bebas dan aktif mengkonstruksi 

realitas sosialnya (Perdana et al., 2022). 

Paradigma konstruktiviseme yang menjadi landasan dalam 

penelitian kualitatif bahwa pengetahuan itu hasil kontruksi pemikiran dari 

subjek yang diteliti dan juga pengalaman terhadap fakta (Wiwitan & 

Yulianita, 2017). Subjek menjadi pusat pengenalan manusia terhadap 

realitas social. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil 

pengalaman semat, tetapi merupakan juga hasil konstruksi pemikiran 

(Creswell, 2015). 

Penulis menggunakan paradigma konstruktivisme pada penelitian 

ini karena paradigma konstrutivisme ini dapat melihat bagaimana subjek 

(baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat) berinteraksi dengan 

teknologi digital dalam membentuk realitas sosial terkait keterbukaan 

informasi publik. Dalam konteks penelitian ini, keterbukaan informasi dan 

digitalisasi bukan hanya dipahami sebagai objek yang bersifat teknis, tetapi 

juga sebagai hasil konstruksi sosial yang berkembang melalui interaksi, 

pengalaman, dan pemikiran subjek yang terlibat dalam proses digitalisasi di 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

Paradigma konstruktivisme memungkinkan peneliti untuk menggali 

persepsi, pemahaman, serta pengalaman individu-individu yang terlibat 

langsung dalam proses implementasi inovasi digital tersebut. Hal ini juga 

memberikan ruang untuk memahami bagaimana masyarakat dan aparatur 

pemerintah di Kabupaten Wonosobo mengonstruksi makna dari informasi 
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yang disampaikan secara digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi 

keterbukaan dan transparansi pemerintahan. Sebagai contoh, bagaimana 

masyarakat melihat akses informasi publik melalui platform digital yang 

disediakan, serta bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo menanggapi 

dan mengadaptasi kebijakan digitalisasi tersebut untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, penelitian ini 

berusaha untuk melihat keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai 

suatu produk akhir yang dapat diukur, tetapi sebagai proses yang dibentuk 

oleh interaksi sosial dan konstruksi pemikiran antara pemerintah dan 

masyarakat, yang akhirnya menciptakan realitas digital yang lebih terbuka 

dan akuntabel 

1.5.2 S.O.TA (State Of The Art) 

Penelitian membutuhkan dasar teori dan referensi yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti, dasar dan referensi bisa bersumber dari 

hasil temuan penelitian terdahulu. Peneliti melakukan kajian atau meninjau 

dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian 

ini yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman et al., (2022) dalam Jurnal 

Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) dengan judul 

“Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi 

Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi aplikasi PPID 

Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik sudah 

berjalan baik namun belum maksimal. Masih perlu dilakukan perbaikan, 

karena kurangnya kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi 

publik, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dan peran PPID 

Pembantu yang kurang aktif. Persamaan mengenai inovasi dan 

digitalisasi dalam mendukung pelayanan informasi publik. Perbedaanya 

fokus penelitian yang langsung pada aplikasi PPID. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azka & Najicha, (2022) dalam Jurnal 

Kewarganegaraan dengan judul “Penerapan Keterbukaan Informasi 

Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan 

Akuntabel”. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

menunjukkan pada praktiknya masih ada beberapa lembaga pemerintah 

yang kurang siap akan penerapan keterbukaan informasi publik. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu lebih meningkatkan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap lembaga negara untuk 

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good government). 

Persamaan antara penelitian Azka & Najicha (2022) dan penelitian ini 

adalah keduanya fokus pada keterbukaan informasi publik untuk 

menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sementara 

perbedaannya terletak pada penekanan penelitian saya yang lebih 

menyoroti inovasi dan digitalisasi yang diterapkan oleh Pemerintah 
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Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan keterbukaan informasi 

publik di era digital. 

3. Penelitian Murni Gea et al., (2023) dalam jurnal Komunikasi & 

Administrasi Publik dengan judul “Analisis Inovasi Pelayanan Publik 

Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Maluku”. 

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Hasil ini menunjukkan bahwa Pelayanan E-gov telah dimanfaatkan oleh 

pemerintah Maluku melalui situs (website) yang ada di Maluku yaitu 

Governmnet to Government (G2G) yaitu Situs pemerintahan provinsi 

Maluku yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika yakni 

Layanan E-PPID Maluku SIMANTAP Online. Pelayanan E-gov sangat 

diperlukan faktor-faktor kritis untuk menjamin keberhasilan suatu 

inovasi antara lain; faktor pendukung dari Pelaksanaan Inovasi 

Pelayanan Publik berbasis e-government. Persamaan antara penelitian 

Murni Gea et al. (2023) dan penelitian ini adalah keduanya membahas 

inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik dengan fokus pada 

penerapan e-government, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks 

wilayah, di mana penelitian saya berfokus pada Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era 

digital. 

4. Penelitian Putri Oktaviane & Fitri Helmi, (2023) dalam Journal of Public 

Administration and Management Studies dengan judul “Peranan 

Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan 
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Informasi Publik”. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

menunjukkan Berdasarkan data atau fakta empiris, kenyataan bahwa 

pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Untuk itu, salah satu 

upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik 

yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi 

publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kunci utama untuk 

memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah memahami asas- 

asas tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik terkait 

keterbukaan informasi akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Persamaan antara penelitian Putri Oktaviane & Fitri Helmi (2023) 

dan penelitian ini adalah keduanya membahas peran teknologi informasi 

dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan 

tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan perbedaannya terletak 

pada fokus wilayah dan penerapan inovasi digital di Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dalam konteks digitalisasi informasi publik. 

5. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Suhendra Suhendra et al., 

(2024) dalam jurnal Media Administrasi dengan judul “Mengurai Potensi 

Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan 

Informasi Publik”. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Menunjukkan bahwa media sosial 

memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat implementasi 

kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial dapat 

memfasilitasi diseminasi informasi secara luas, meningkatkan partisipasi 
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masyarakat, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah. Namun, tantangan seperti literasi digital, regulasi, dan 

kebijakan yang memadai harus diatasi untuk memanfaatkan potensi 

media sosial secara optimal. Persamaan antara penelitian Suhendra et al. 

(2024) dan penelitian saya adalah keduanya membahas penggunaan 

media digital untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan 

transparansi pemerintah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

penelitian, di mana penelitian saya lebih menyoroti inovasi dan 

digitalisasi dalam Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sementara 

penelitian Suhendra et al. lebih terfokus pada potensi media sosial dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan 

keterbukaan informasi. 

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek 

keterbukaan informasi publik, mulai dari optimalisasi aplikasi PPID, 

kesiapan lembaga pemerintah, hingga peranan media sosial. Namun, belum 

ada penelitian yang secara spesifik mengkaji inovasi dan digitalisasi 

pemerintah Kabupaten Wonoosbo dalam mewujudkan keterbukaan 

informasi publik di era digital. State Of The Art dari penelitian ini adalah 

terletak pada kajian inovasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi 

publik di era digital. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah 

banyak membahas berbagai aspek keterbukaan informasi publik, seperti 

optimalisasi aplikasi PPID (Nurrahman et al., 2022), kesiapan lembaga 
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pemerintah dalam penerapan keterbukaan informasi (Azka & Najicha, 

2022), serta pemanfaatan teknologi informasi dan e-government dalam 

pelayanan publik (Murni Gea et al., 2023; Putri Oktaviane & Fitri Helmi, 

2023), belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan 

inovasi digital di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Wonosobo. 

Keunikan dan kebaharuan dari penelitian ini terletak pada 

pendekatan yang menghubungkan inovasi digital dengan keterbukaan 

informasi publik dalam konteks kabupaten, serta bagaimana digitalisasi dan 

platform digital digunakan untuk meningkatkan akses dan transparansi 

informasi publik di daerah tersebut. Fokus pada transformasi digital di 

tingkat lokal ini memberikan kontribusi baru yang relevan dengan 

kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat 

melalui teknologi di era digital. Penelitian ini juga mengisi kekosongan yang 

ada dalam literatur yang ada dengan meneliti hambatan dan faktor 

pendukung yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam 

mengimplementasikan kebijakan digitalisasi keterbukaan informasi. Dalam 

hal ini, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk daerah- daerah 

lain yang ingin menerapkan kebijakan serupa dalam rangka memperkuat 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi. 
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No Penulis dan Judul 

Penelitian 

Teori & Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Agung Nurrahman, Sabaruddin 

Sabaruddin, Rofingatun Nur Laila 

Salma (2022) 

 

Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Informasi 

Publik Pada Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Kebumen 

 

Jurnal Pemerintahan dan Keamanan 

Publik (JP dan KP) 

 

https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2 

878 

Teori Optimalisasi 

Penelitian   dengan 

metode  kuantitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif 

menunjukkan   bahwa 

optimalisasi  aplikasi 

PPID Kebumen dalam 

meningkatkan 

pelayanan informasi 

publik sudah berjalan 

baik namun    belum 

maksimal. 

2 Alfin Febrian Basundoro, Hanina 

Nafisa Azkal, Fatma Ulfatun 

Najicha (2022) 

 

Penerapan Keterbukaan Informasi 

Publik Sebagai Upaya Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Transparan Dan 

Akuntabel 

 

Jurnal Kewarganegaraan 

http://journal.upy.ac.id/index.php/p 

kn/article/view/2575 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

 

Metode Kualitatif 

Deskriptif 

menunjukkan pada 

praktiknya masih ada 

beberapa    lembaga 

pemerintah yang 

kurang siap akan 

penerapan keterbukaan 

informasi publik. 

3 Mesra Rita Murni Gea, Muhamad. 

A. Rahawarin, Ivonny Y (2023) 

 

 

Analisis Inovasi Pelayanan Publik 

Berbasis Digital Di Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Di 

Maluku 

Inovasi Pelayanan 

Publik 

 

Metode deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan 

Hasil ini menunjukkan 

bahwa Pelayanan E-gov 

telah dimanfaatkan oleh 

pemerintah Maluku 

melalui situs (website) 

yang ada di Maluku 

yaitu  Governmnet  to 

Government (G2G) 

http://journal.upy.ac.id/index.php/p
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 Jurnal Komunikasi & Administrasi 

Publik 

 

Borobudur Law 

https://doi.org/ 10.31603/burrev.54 

49 

  

4 Diga Putri Oktaviane, Rahmadhona 

Fitri Helmi (2023) 

 

Peranan Teknologi Informasi 

Sebagai Upaya dalam Mewujudkan 

Keterbukaan Informasi Publik 

 

Journal of Public Administration 

and Management Studies 

 

https://pkns.portalapssi.id/index.ph 

p/pkns/article/view/8%0Ahttps://pk 

ns.portalapssi.id/index.php/pkns/art 

icle/download/8/10 

Kajian  Tekstual 

Undang-Undang 

Nomor 14  Tahun 

2008 Tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik (UU 

KIP) 

 

Metode literature 

review 

Menunjukkan 

berdasarkan data atau 

fakta empiris, 

kenyataan bahwa 

pelayanan publik di 

Indonesia masih belum 

optimal. 

5 Suhendra, Bambang Suprianto, 

Faila Sufa Marhamah (2024) 

 

Mengurai Potensi Media Sosial 

dalam Memperkuat Implementasi 

Kebijakan Keterbukaan Informasi 

Publik 

 

Jurnal Media Administrasi 

https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.1 

10 

Implementasi 

Kebijakan 

 

Metode Kualitatif 

Studi kasus 

Menunjukkan bahwa 

media sosial memiliki 

potensi yang 

signifikan dalam 

memperkuat 

implementasi 

kebijakan keterbukaan 

informasi publik. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber: Diolah Peneliti (2025) 
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1.6 Teori 

1.6.1 Teori Komunikasi Publik 

 

Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan atau informasi 

dari komunikator (individu, lembaga, atau pemerintah) kepada khalayak 

luas yang bersifat heterogen melalui berbagai media, dengan tujuan 

membentuk pemahaman, sikap, hingga perilaku tertentu (Mulyana, 2019). 

Dalam praktiknya, komunikasi publik mencakup semua bentuk interaksi 

komunikasi yang bersifat terbuka, dilakukan untuk kepentingan bersama, 

serta dapat menjangkau masyarakat secara luas. 

Menurut Effendy (2003), komunikasi publik identik dengan 

komunikasi massa, yaitu komunikasi yang disalurkan melalui media massa 

atau media digital untuk menjangkau audiens yang luas, anonim, dan 

heterogen. Namun, dalam perkembangan era digital, komunikasi publik 

tidak hanya terbatas pada media konvensional, tetapi juga melalui media 

sosial, platform digital, dan aplikasi berbasis internet. Karakteristik 

Komunikasi Publik: 

1. Peserta bersifat heterogen: audiens berasal dari berbagai latar belakang 

sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. 

2. Bersifat terbuka: pesan ditujukan untuk umum, tidak terbatas pada 

kelompok tertentu. 

3. Menggunakan media publik: seperti media massa, portal berita, media 

sosial, website resmi, hingga aplikasi digital. 
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4. Efek luas dan simultan: pesan dapat memengaruhi banyak orang secara 

bersamaan. 

5. Bersifat dua arah (interaktif): dalam konteks digital, komunikasi publik 

tidak hanya top-down (dari pemerintah ke masyarakat), tetapi juga 

bottom-up (feedback dari masyarakat ke pemerintah). 

Komunikasi publik berperan penting dalam implementasi UU No. 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana pemerintah 

daerah wajib menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan dapat 

diakses masyarakat. Keterkaitan komunikasi publik dengan keterbukaan 

informasi publik antara lain: 

1. Transparansi: komunikasi publik memungkinkan pemerintah 

menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan akuntabel. 

2. Akuntabilitas: informasi yang disebarkan dapat dijadikan sarana 

evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. 

3. Partisipasi masyarakat: komunikasi publik membuka ruang bagi warga 

untuk memberikan kritik, saran, dan feedback. 

4. Legitimasi kebijakan: semakin terbuka komunikasi publik, semakin 

tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. 

 

 

1.6.2 Teori Difusi Inovasi 

 

Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers 

(1962) berfokus pada proses penyebaran dan adopsi inovasi di masyarakat. 

Inovasi didefinisikan sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru 
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oleh individu atau kelompok masyarakat. Teori ini menekankan bahwa 

keberhasilan penyebaran inovasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

inovasi itu sendiri, karakteristik masyarakat yang mengadopsi inovasi, serta 

proses komunikasi yang dilakukan untuk menyebarluaskan inovasi tersebut. 

Menurut Rogers, difusi adalah proses di mana suatu inovasi 

dikomunikasikan melalui saluran tertentu kepada anggota suatu sistem 

sosial, sementara inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru 

oleh individu atau kelompok. Dalam konteks pemerintahan, teori ini 

menjelaskan bagaimana inovasi kebijakan, program, atau teknologi digital 

diadopsi dan diterima oleh masyarakat serta aparatur birokrasi. Rogers 

menguraikan empat elemen penting dalam difusi inovasi, yaitu: 

1. Inovasi (Innovation): ide, praktik, atau teknologi yang dianggap baru 

bagi masyarakat. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik berbasis 

digital menjadi inovasi yang ditawarkan pemerintah. 

2. Saluran Komunikasi (Communication Channels): media yang digunakan 

untuk menyebarkan informasi mengenai inovasi, seperti website, media 

sosial, aplikasi, hingga sosialisasi tatap muka. 

3. Waktu (Time): proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap, di 

mana sebagian masyarakat cepat menerima, sementara sebagian lainnya 

lambat. 

4. Sistem Sosial (Social System): lingkungan sosial tempat inovasi 

diperkenalkan, seperti masyarakat Wonosobo, birokrasi pemerintah 

daerah, dan komunitas digital lokal. 
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Keempat elemen ini saling berhubungan dan menentukan sejauh mana 

inovasi digital dapat diterima serta dimanfaatkan oleh publik. Dengan 

demikian, teori difusi inovasi tidak hanya menjelaskan mekanisme 

penyebaran inovasi digital, tetapi juga membantu memahami bagaimana 

inovasi tersebut berkontribusi pada prinsip good governance melalui 

keterbukaan informasi publik. 

1.7 Operasional Konsep 

1.7.1 Inovasi 

 

Secara  etimologis,  kata  inovasi  berasal  dari  bahasa Latin 

innovare yang berarti memperbarui atau membuat sesuatu menjadi baru. 

Menurut Rogers (2003), inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang 

dianggap baru oleh individu atau unit adopsi tertentu. Sementara Drucker 

(1985) menekankan bahwa inovasi merupakan instrumen khusus dalam 

kewirausahaan untuk menciptakan sumber daya baru atau memberikan nilai 

tambah terhadap yang sudah ada. Dalam konteks pemerintahan, inovasi 

berarti adanya pembaharuan dalam tata kelola, kebijakan, maupun 

pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat (Nurrahman et al., 2022). 

1.7.2 Digitalisasi 

 

Digitalisasi adalah proses perubahan sistem, layanan, maupun 

interaksi yang sebelumnya berbasis analog atau manual ke dalam bentuk 

digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut 

Gartner (2020), digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk 
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mengubah model bisnis dan menyediakan peluang pendapatan serta nilai 

produksi baru. Sementara menurut Tapscott (1996) dalam Suhendra et al. 

(2024), digitalisasi adalah transformasi menuju masyarakat berbasis 

jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dalam hampir semua aspek 

kehidupan. 

Dalam lingkup pemerintahan, digitalisasi sering dikaitkan dengan e- 

government, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah 

untuk meningkatkan akses, transparansi, dan kualitas layanan publik. 

1.7.3 Keterbukaan Infromasi Publik 

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari 

pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi. Transparansi 

dalam pemerintahan bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah bagi 

masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah, serta memastikan 

bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diawasi dan 

dipertanggungjawabkan (Andriany & Ariyanti, 2023). Secara konseptual, 

keterbukaan informasi publik berkaitan dengan hak warga negara untuk 

mengakses informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Syahrial et al., 

2023). Hak atas informasi publik mencakup tiga aspek utama: 

1. Hak untuk mengetahui: masyarakat berhak memperoleh informasi 

tentang kebijakan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. 

2. Hak untuk berpartisipasi: dengan akses informasi yang memadai, 

masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan. 
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3. Hak untuk mengawasi: keterbukaan informasi memungkinkan 

masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan 

memastikan akuntabilitas. 

Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur melalui beberapa 

regulasi yang saling melengkapi, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan 

Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021, hingga regulasi daerah 

seperti Peraturan Bupati (PERBUP) No. 82 Tahun 2023. Kajian ini akan 

membahas ketiga regulasi tersebut dan implikasinya terhadap transparansi 

dan akuntabilitas informasi publik. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

UU KIP merupakan landasan hukum utama yang menjamin hak 

setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. 

Beberapa poin penting dari UU ini adalah: 

• Hak Akses Informasi: Pasal 4 UU KIP menegaskan bahwa setiap 

orang berhak untuk memperoleh informasi publik, kecuali informasi 

yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

• Kewajiban Badan Publik: Badan publik diwajibkan untuk 

menyediakan dan mengumumkan informasi yang berada di bawah 

kewenangannya, termasuk informasi yang harus diumumkan secara 

berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat (Pasal 7). 
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• Informasi yang Dikecualikan: Pasal 17 mengatur jenis informasi 

yang dikecualikan dari keterbukaan, seperti informasi yang dapat 

menghambat penegakan hukum atau membahayakan keamanan 

negara. 

UU ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan publik 

terhadap penyelenggaraan negara dan mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses pemerintahan. 

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar 

Layanan Informasi Publik 

PERKI No. 1 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana 

yang mengatur standar layanan informasi publik. Beberapa aspek 

penting dari PERKI ini meliputi: 

• Optimalisasi Layanan: PERKI ini menekankan pentingnya 

optimalisasi layanan informasi publik dengan penyesuaian 

terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan 

masyarakat. 

• Struktur dan Kelembagaan PPID: Mengatur struktur Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik, 

serta kewajiban mereka dalam menyediakan informasi 

• Prosedur Penyampaian Informasi: Mengatur mekanisme 

penyampaian informasi kepada publik, termasuk prosedur untuk 

menangani permintaan informasi dan pengecualian. 
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PERKI ini juga memberikan panduan mengenai klasifikasi 

informasi dan mekanisme uji konsekuensi untuk menentukan apakah 

suatu informasi dapat dibuka atau tidak 

3. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan 

Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo 

Sebagai regulasi daerah, PERBUP No. 82 Tahun 2023 

bertujuan untuk menyesuaikan implementasi UU KIP dan PERKI di 

tingkat lokal. Beberapa hal yang diatur dalam PERBUP ini antara 

lain: 

• Penguatan PPID Daerah: Memperkuat peran PPID di tingkat 

kabupaten/kota agar lebih responsif terhadap permintaan 

informasi dari masyarakat. 

• Standarisasi Proses Permohonan: Menetapkan prosedur standar 

untuk permohonan informasi publik agar lebih mudah diakses 

oleh masyarakat. 

• Sosialisasi dan Edukasi: Mendorong kegiatan sosialisasi 

mengenai hak akses informasi bagi masyarakat agar pemahaman 

tentang keterbukaan informasi semakin meningkat 

Regulasi keterbukaan informasi publik di Indonesia menunjukkan 

komitmen pemerintah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP sebagai payung hukum 

utama, didukung oleh PERKI dan PERBUP, memberikan kerangka kerja 
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yang jelas bagi badan publik dalam menyediakan informasi kepada 

masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan 

kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas akses informasi. Upaya 

berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan 

dapat terwujud secara efektif di seluruh lapisan pemerintahan. 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara 

intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus 

(Syakur & Panuju, 2020). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk 

tetap holistik dan signifikan. Jenis studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis tunggal holistic (holistic single-case) dari Robert 

K. Yin (Yin, 2014). 

Tujuan studi kasus adalah untuk berusaha mencari makna dan fakta 

nyata, menyelidiki proses, lalu memperoleh pengertian yang mendalam dan 

lengkap dari individu, kelompok atau peristiwa tertentu (Priyono & Ahmadi, 

2021). Penelitian dengan pendekatan studi kasus memiliki sedikit perbedaan 

karakteristik dengan pendekatan lainya dalam penelitian kualitatif. Yin 

(2013) menjelaskan bahwa ada 5 (lima) alasan menggunakan hanya satu 

kasus dalam penelitian studi kasus yaitu kasus yang dipilih mampu jadi bukti 

teori yang telah dibangun dengan baik, kasus yang dipilih merupakan kasus 

yang unik, kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal 
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atau perwakilan dari kasus lain, kasus yang dipilih merupakan kesempatan 

khusus bagi penlitinya, dan kasus yang dipilih bersifat longitudinal. 

Peneliti memilih penelitian dengan metode studi kasus tunggal, 

karena penelitian studi kasus menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari 

penelitian yaitu untuk mengetahui secara eksplanasi lebih dalam mengenai 

proses perumusan inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemkab 

Wonoosbo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. 

1.8.2 Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah proses inovasi dan digitalisasi 

dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo, khususnya melalui program, kebijakan, dan aktivitas 

yang berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kabupaten Wonosobo. Objek ini mencakup berbagai aspek 

pengelolaan informasi publik yang meliputi penyediaan, pelayanan, dan 

penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kanal digital yang telah 

dikembangkan pemerintah daerah. 

1.8.3 Sumber Data 

 

a. Data Primer 

 

Menurut Bungin (2017) data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer 

didapatkan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung di 

lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian (Sugiyono 2016). 

Penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama 



29  

Kepala Diskominfo Wonoosbo, Pengelola PPID Utama. Pranata 

Komputer di PPID Utama dan petugas layanan publik. Data primer 

digunakan sebagai penguat dari data sekunder yang telah dikaji dalam 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Menurut Bungin (2015) data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang 

bersumber dari studi literatur dan dokumen. Studi literatur dapat 

diperoleh dengan mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penelitian. Adapun sumber 

data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan dari PPID Utama, 

Pengelola PPID Utama. Pranata Komputer di PPID Utama dan petugas 

layanan publik. 

1.8.4 Teknik Penentuan Infroman 

Dalam penelitian ini terutama dalam pemilihan teknik informan 

membutuhkan informan yang tepat. Dalam hal ini, peneliti sependapat atau 

sepakat dalam kriteria yang diungkapkan oleh Spradley. Menurut pendapat 

Spradley (Syakur & Panuju, 2020) informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan, diantaranya ; 

• Seseorang yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu 

kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar 

kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. 
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• Seseorang masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 

kegiatan yang menjadi sasaran atas penelitian. 

• Seseorang menjadi cukup banyak waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi. 

• Seseorang yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah 

atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam 

memberikan informasi. 

Adapun informan yang dipilih, pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan dilakukan dengan 

kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti dalam mengumpulkan 

data menggunakan metode sebagai berikut 

1. Observasi 

 

Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca 

indra lainya (Bungin, 2017). Observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah observasi terstruktur. 

2. Wawancara 

 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan. Peneliti akan mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan yang berbentuk pernyataan melalui perencanaan pertanyaan 
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sebelumnya (Mulyana, 2018). Peneliti akan mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan yang berbentuk pernyataan melalui perencanaan pertanyaan 

sebelumnya. Pertanyaan akan ditujukan kepada pimpinan universitas 

yang sesuai dengan bidangnya guna melengkapi atau mendukung dari 

data analisis dokumentasi. Penelitia akan menggunakan teknik 

wawancara terstruktur. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam 

penelitian social untuk mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan 

dalam pengumpulan data dokumentasi sebagian besar adalah berupa 

catatan harian, berbentuk surat-surat, dan cendera mata yang berkaitan 

dengan penelitian (Bogdan, 2019). Dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah dokumen rencana strategis dan rencana operasional PPID 

UTAMA, profil dan laporan pertanggungjawaban dan data lainnya. 

1.8.6 Model Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis data berdasarkan Miles & Huberman (2014) 

dalam Sugiyono (2018) diantaranya : 

a) Pengumpulan data: Pengumpulan data ini termasuk mengetik ulang, 

dan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik data hasil 

observasi, wawancara atau hasil dokumentasi 

b) Reduksi data: Data yang dikumpulkan secara keseluruhan akan 

dipilah dan dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan keperluan 
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topik untuk dibahas dan dikaji serta membuang data yang dianggap 

tidak penting dalam penelitian 

c) Penyajian data: Data yang telah dikelompokkan kemudian dibuat 

dalam bentuk narasi yang akan dikembangkan dan dibandingkan 

sesuai dengan konsep dan teori maupun dengan hasil penelitian 

sebelumnya 

d) Penarikan kesimpulan: Menjawab hasil dari rumusan masalah yang 

telah dibuat secara skematis dari proses pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

 

Tabel 1.2 Model Analisis Data Miles & Huberman 

Sumber: Sugiyono (2018) 

1.8.7 Kredibilitas Data 

 

Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian 

penting untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang telah ada (Sugiyono, 2018). Validasi data 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi sumber yang 

dimaksud adalah menggabungkan data dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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BAB II 

PROFIL PENELITIAN 

 

2.1 Profil Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

 

Kabupaten Wonosobo adalah sebuah daerah yang terletak di Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan potensi alam yang luar 

biasa, terutama kawasan pegunungan dan pemandangan yang indah, 

menjadikannya salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kawasan 

Jawa Tengah. Wonosobo juga dikenal karena suhu udaranya yang sejuk, karena 

berada di kawasan dataran tinggi Dieng, yang juga merupakan tempat wisata 

alam dan budaya yang sangat dikenal. 

Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh seorang Bupati 

yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Dalam struktur pemerintahan 

daerah, Bupati dibantu oleh wakil bupati serta perangkat daerah lainnya yang 

terorganisir dalam berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki 

tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Pemkab Wonosobo bertugas untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta 

menjaga kesejahteraan warga melalui berbagai kebijakan, program, dan 

layanan publik yang efektif. 

Kabupaten Wonosobo memiliki visi dan misi yang berfokus pada 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang transparan. Dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemkab Wonosobo aktif dalam 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. 

Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan 
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keterbukaan informasi publik yang ditujukan untuk mempermudah akses 

masyarakat terhadap berbagai informasi terkait pemerintahan dan layanan 

publik. 

1. Aspek Geografi dan Topografi 

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah 

yang terletak di 7°.43’.13” dan 7°.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 

109°.43’.19” dan 110°.04’.40” garis Bujur Timur (BT). Luas Kabupaten 

Wonosobo berdasarkan RTRW Tahun 2023-2043 yaitu 1.011,623 km2 atau 

101.162,3 ha atau setara dengan 3,03% dari luas keseluruhan wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan 

sampai pegunungan dengan ketinggian antara 250-2.250 meter di atas 

permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo juga cukup 

bervariasi, dimulai dari kemiringan dengan klasifikasi datar (0-8%) hingga 

kemiringan dengan klasifikasi sangat curam (>40%). Kondisi ini sering 

menyebabkan Kabupaten Wonosobo terdampak bencana alam seperti tanah 

longsor. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo terletak di daerah 

pegunungan, yang menjadikannya lebih rentan terhadap potensi bencana 

alam yang terkait dengan topografi yang curam. Kabupaten Wonosobo 

memiliki kondisi topografi yang beragam dengan dominasi topografi 

pegunungan hingga terdapat gunung yang berada di Kabupaten Wonosobo. 

Kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap kondisi cuaca lokal di 

Kabupaten Wonosobo. 
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2. Aspek Demografi 

Perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo bersifat 

dinamis karena dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi atau 

perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten 

Wonosobo. Data kependudukan di Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 

jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk dan distribusi penduduk. 

Data Kependudukan Kabupaten Wonosobo menunjukkan jumlah 

penduduk pada 2023 mencapai 909.664 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 

463.181 penduduk laki-laki dan 446.483 perempuan. Jumlah penduduk di 

Kabupaten Wonosobo mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, 

terutama pada rentang 2010 hingga 2023. Pertumbuhan jumlah penduduk di 

Kabupaten Wonosobo pada 2010 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
 

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo 

Sumber : Dokumen RPJPD/2025 
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Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk di 

Kabupaten Wonosobo pada 2010 hingga 2023 dengan rata-rata 

pertumbuhan penduduk 1,47. Peningkatan penduduk paling banyak terjadi 

pada 2020 yang bertambah sebesar 88.633 jiwa dibandingkan pada 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Profil Kabupaten Wonosobo 

Sumber : Hasil Observasi Peneliti/2025 

Pada 2023, untuk pertama kali IPM Kabupaten Wonosobo masuk 

dalam kategori tinggi. Namun, demikian jika dilihat dari capaian IPM antara 

laki-laki dan perempuan ada kesenjangan, di mana pada 2023 IPM laki-laki 

sebesar 73,68 atau kategori tinggi sedangkan perempuan 68,41 dengan 

kategori sedang. Perbedaan capaian IPM ini menunjukkan bahwa masih ada 

kesenjangan pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo. Dalam 

dimensi kesehatan usia harapan hidup wanita lebih tinggi di mana UHH 

perempuan 75,97 tahun sedangkan laki-laki 72,20. Pada dimensi pendidikan 

rata- rata lama sekolah laki-laki 7,14 tahun dan harapan lama sekolah 11,80 

tahun sedangkan perempuan 6,71 dengan harapan lama sekolah sebesar 
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11,82. Pada dimensi ekonomi pendapatan per kapita disesuaikan laki-laki 

Rp15.742.000 sedangkan perempuan Rp10.124.000. 

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2005- 

2023 meskipun fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dan membaik. 

Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan 

tren positif setelah hampir kurun waktu 17 tahun berada di posisi 35 sebagai 

kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, pada 2023 

telah meningkat menjadi posisi 33. Penurunan angka kemiskinan ini juga 

signifikan dengan penurunan Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan 

yang artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin 

rendah dan rata- rata pendapatan penduduk miskin mendekati garis 

kemiskinan. 

 

Gambar 2.3 Wonosobo dalam Angka 

Sumber : Hasil Observasi Peneliti/2025 

 

Perekonomian Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 30 
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persen per tahun. Perekonomian Kabupaten Wonosobo tidak hanya 

digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan saja tetapi juga 

didorong oleh sektor usaha lainnya meskipun kontribusinya cenderung lebih 

kecil. Sektor industri pengolahan turut berkontribusi dalam menggerakkan 

perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata kontribusi sebesar 

17,4%. Demikian pula dengan sektor perdagangan besar dan eceran serta 

reparasi mobil dan sepeda motor turut berkontribusi pada perekonomian 

Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,0% per tahun 

pada periode 2010-2023. Secara rata-rata, sektor industri pengolahan 

menjadi sektor terbesar kedua dan sektor perdagangan menjadi sektor 

terbesar ketiga yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Wonosobo 

selama periode 2010-2023. 

Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan 

sektor utama pada perekonomian Kabupaten Wonosobo akan tetapi 

kontribusinya mulai mengalami penurunan sejak 2017. Pada 2017, 

kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat sebesar 30,9% 

menurun menjadi 28,8% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perekonomian Kabupaten Wonosobo masih bertumpu pada pertanian, akan 

tetapi secara perlahan mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder 

dan tersier. Kondisi ini perlu dijadikan perhatian mengingat sektor 

pertanian, industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor 

pendukung pengembangan agrobisnis. 

2.2 Profil PPID Utama Pemkab Wonosobo 
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Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat 

penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi 

publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat 

dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi 

juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat 

tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. 

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik 

sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak 

setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik 

menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, 

biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat 

ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem 

dokumentasi dan pelayanan Informasi. 

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses 

atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk 

masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi 

lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya 

yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup 

pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang 
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tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, 

serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan 

masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan 

haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh PPID 

Kabupaten Wonosobo yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 

14 Tahun 2008. Untuk Pejabat pengelola Infromasi dan Dokumentasi 

(PPID) kabupaten Wonosobo dikelola oleh Dinas Komunikasi dan 

Infromatika (DISKOMINFO) Kabupaten Wonosobo yang beralamtkan di 

Jl. Sabuk Alu No. 2a, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. 

Wonosobo, Jawa Tengah. 

1. Visi Misi PPID Utama 

VISI 

“Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Terbuka dan 

Bertanggungjawab” 

MISI 
 

1. Mengembangkan dan Memperkuat Jaringan Informasi Publik; 

2. 
Memperkuat Kelembagaan PPID SKPD sebagai Mitra dalam 

Pelayanan Informasi Publik; 

 

3. 

 

Meningkatkan Kualitas Layanan dengan Menyediakan Informasi dan 

Dokumentasi yang Akurat dan Akuntabel; 

4. 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Informasi dan 

Komunikasi. 
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2. Tugas Pokok dan Wewenang 

Berdasarkan SK Bupati Wonosobo Nomor 491/124/2022 

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok dan 

Wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Wonoosbo sebagai berikut: 

a. Tugas Pokok 

 

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 

 

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; 

 

3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 

4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen 

Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Pelaksana; 

5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 

 

6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak 

untuk dipublikasikan; 

7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik 

yang akan dikecualikan; 

8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar 

Informasi Publik; 
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9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah 

diakses oleh publik; dan 

10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. 

b. Wewenang 

 

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; 

 

2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi 

Publik; 

3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala 

dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan 

Informasi Publik; 

4. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Informasi 

Publik; 

5. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses 

publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas 

Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan 

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

6. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan 

pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon 

termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan 

persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 
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7. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Pelaksana untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau 

memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan 

8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, 

dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik 

yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Pelaksana. 

3. Struktur PPID Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

 

 

No. 

Kedudukan Dalam 

Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi 

 

Kedudukan Dalam Pemerintah 

Daerah 

1. Penanggung Jawab Bupati Wonosobo 

2. Pengarah Wakil Bupati Wonosobo 

3. Atasan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi 

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo 

4. Dewan Pertimbangan 1. Asisten Pemerintah dan 

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris 

Daerah Kabupaten Wonosobo; 

2. Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Wonosobo; 

3. Asisten Adminitrasi Umum 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Wonosobo; 

4. Inspektur Kabupaten Wonosobo; 

5. Kepala Badan Pengelolaan 

Pendapatan, Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Wonosobo. 

5. Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi 

Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Wonosobo 

6. Sekretaris Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi 

Kepala Bidang nformasi dan 

Komunikasi Publik Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Wonosobo 
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7. Bidang Sarana dan 

Prasarana Teknologi 

Informasi Publik 

 

 Koordinator Kepala  Bidang  Informatika Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten 

Wonosobo 

 Anggota 3 (tiga) Orang Pranata Komputer Ahli 

Muda Bidang Informatika Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Wonosobo 

8. Bidang Pelayanan 

Informasi 

Publik 

 

 Koordinator Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Wonosobo 

 Anggota 2 (dua) Orang Pranata Hubungan 

Masyarakat Ahli Muda Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publlik 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten 

Wonosobo 

9. Bidang Pelayanan 

Pengaduan dan Sengketa 

Informasi 

 

 Koordinator Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten 

Wonosobo 

 Anggota 1 (satu) Orang Analis Advokasi 

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Wonosobo 

10. Bidang Kearsipan dan 

Dokumentasi 

 

 Koordinator Kepala Bidang Kearsipan 

Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Wonosobo 

 Anggota 2 (dua) Orang Arsiparis Ahli Muda pada 

Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan  Daerah Kabupaten 

Wonosobo 

Table 4.1 Struktur PPID Pemkab Wonosobo 

Sumber : Website Pemkab Wonosobo/2025 
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Sedangkan untuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonoosbo secara bagan 

kedudukannya sebagai berikut: 

Bagan 4.1 kedudukan Struktur PPID Pemkab Wonosobo 

Sumber : Website Pemkab Wonosobo/2025 

 

Gambar 2.4 Kelembagaan PPID Pemkab Wonosobo 

Sumber : LLID Pemkab Wonosobo/2025 
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3.1 Profil Informan 

BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

Peneliti menetapkan informan utama berdasarkan beberapa kriteria 

yang meliputi: Seseorang yang telah lama dan intensif menyatu terkait 

Keterbukaan informasi Publik, bias ditandai oleh kemampuan memberikan 

informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. Seseorang masih 

terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi 

sasaran atas penelitian. Seseorang menjadi cukup banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai informasi. Seseorang yang dalam memberikan 

informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka 

relatif masih lugu dalam memberikan informasi. 

No Nama Jabatan 

1. One Andang Wardoyo 
Sekretaris Daerah sekaligus 

sebagai Atasan PPID Utama 

2. Fahmi Hidayat 
Kepala Diskominfo (PPID 

Utama) 

3. Yazilatun N Pejabat Pengelola PPID 

 

3.2 Deskripsi Hasil Kegiatan 

1. Komitmen Keterbukaan Infromasi Publik 

 

Komitmen perubahan tidak hanya berupa menjadi daerah yang 

terbuka dan inovatif, Wonosobo juga berkomitmen mewujudkan 

keterbukaan infromasi public yang berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat dan inklusif (accessible for all). 
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Dalam wawnacara dengan Sekretaris Daerah Wonoosbo yang 

seklaigus sebagai atasan PPID Pemkab Wonoosbo, One Andang Wardoyo 

juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informais 

publik, menurutnya: 

“Bagus lah semua memiliki komitmen yang sama untuk membangun 

pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang terbuka itu di 

Wonosobo tidak hanya karena Undang-Undang Nomor 14, tapi 

sejak tahun 2010 sudah kita dorong. Membentuk pemerintahan yang 

transparan, di bentuk tagline-nya dulu kan membangun bersama 

rakyat, sejahtera bersama rakyat. Itu kan bagian dari komitmen 

bangun pemerintahan yang berputar, yang melayani. Karena 

memang hak informasi itu kan bagian dari hak masyarakt. Nah, itu 

kan hak masyarakat yang berpandang informasi itu juga harus 

diatakan.” (Hasil Wawancara Atasan PPID pada 24 Maret 2025 di 

Kantor Setda) 

Bentuk komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dukungan 

regulasi berupa: 

• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Pelayanan Publik 

• Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui 

Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Wonosobo 

• Perbup Wonosobo No. 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Keterbukaan Informasi Publik di Kab. Wonosobo 

• SK Bupati Wonosobo Nomor 491/124/2022 tentang Penetapan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 
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Dari segi anggaran program pengelolaan infromasi dan komunikasi 

public pada DPA Diskominfo Wonoosbo untuk mewujudkan pemerintahan 

yang terbuka dan inovatif dari tahun 2022 sampai tahun 2024 terus 

mengalami kenaikan, dari 0,8 M di tahun 2022, kemudian naik menjadi 2,8 

M di tahun 2023 dan menjadi 3,1 M di tahun 2024. Pemkab Wonoosbo juga 

akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggran untuk benar-benar 

mewujudkan Wonosobo yang terbuka dan informatif. 

“Ya cukup, tidak cukup. Tapi harus ditingkatkan. Bisa untuk 

meningkatkan kualitas penyediaan informasi sehingga masyarakat 

itu gampang memahami kebijakan apa yang diputuskan oleh 

pemerintah karena ternyata di Wonosobo ini kan ada kesenjangan 

kompetensi, jadi banyak warga yang sudah paham dengan cara- 

cara media sosial, tapi di sisi yang lain masih banyak juga 

masyarakat yang harus door-to-door berhadapan langsung, kalau 

tidak berhadapan langsung tidak paham. Itu tantangan teman- 

teman kita bagaimana meramu bahan publikasi yang lebih mudah 

dipahami oleh semua kalangan.” (Hasil Wawancara Atasan PPID 

pada 24 Maret 2025 di Kantor Setda) 

Komitmen Pemkab Wonosobo juga dituangkabn secara 

kelembagaan melalui Keputusan Buapti Wonosobo Nomor 491/124/2022 

tentang Penetapan pejabat PPID dan Pejabat PPID Pelaksana di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan Struktur sebagai berikut : 

Sarana dan Prasarana penunjang keterbukaan infromasi public terdiri 

dari website utama Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Portal Infromasi 

Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 26 Website Organisasi Perangkat 

Daerah. 15 Website Kecamatan dan 265 Website Pemerintah Desa. 

Koordinasi atar PPID Utama dengan PPID Pelaksana di setiap OPD 



49  

maupun kecamatn dalam mendukung KIP di Wonosobo juga cukup baik, 

sebagaimana diungkapkan Kepala Diskominfo Fahmi Hidayat: 

“Ya, sudah relatif bagus. Saya senang sudah ada komunikasi yang 

lebih cair dan lebih suportif, saling mendukung dan akan kita 

tingkatkan di 2025 ini. Saya akan memperbanyak event yang 

memungkinkan ketemuan antara admin dan PPID dengan 

Diskominfo dan dengan publik. Jadi Kita PPID utama dan PPID 

pelaksanaan juga perlu sih mendapat, mendengar opini dari 

masyarakat, dari ahli, dari pengamat kebijakan publik, dari petani, 

dari pedagang, dari pemuka masyarakat, tokoh pemuda. Ya kalau 

kita lihat kualitas raportnya KIP Wonosobo kan dari mereka. 

Mungkin saja yang kita sajikan sebagai informasi publik sudah oke 

secara kacamata. Tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh mereka 

misalnya. Koordinasinya dilakukan rutin maupun insidentil. Bukan 

soal jumlahnya berapa kali itu ya, tapi secara kualitatif ada relasi 

yang bagus, ada sinergi yang bagus.” (Hasil wawancara pada Rabu 

15 April 2025 di Ruang Rapat Setda) 

 

Sedangkan ketersediaan sumber daya manusia pada badan public 

Pemkab wonosobo sebagai berikut : 

1. PPID Utama (DISKOMINFO Wonosobo) terdiri dari 1 Orang Petugas 

Pelayanan Informasi (Desk/Meja Layanan). 1 Orang Petugas Pelayanan 

Informasi melalui Layanan Online Sobopedia. 1 Orang Pranata 

Komputer untuk support teknologi dan aplikasi. 2 Orang Penelaah Teknis 

Kebijakan. 

2. PPID Pelaksana (OPD, Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari para 

Sekretaris Dinas/Badan/Camat/Lurah sebagai PPID Pelaksana. 1 orang 

admin pengelola website. 1 orang admin pengelola media sosial. 

“Ada banyak, medsos dan website. Untuk medoss yang dikelola 

Diskominfo Sebagai PPID Pelaksana Wonosobo Hebat, Bupati 

Wonosobo, Wakil Bupati Wonosobo, terus di sini ada SEDA, 

masing-masing kan juga punya ya. Kita punya LPPL radio Pesona 

FM, kita juga punya berbagai macam siniar atau podcast di youtube 

channelnya   Diskominfo   namanya   Wonosobo   Electronic 
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Broadcasting. Saya senang beberapa perangkat daerah sekarang 

sudah mulai aktif dalam membuat channel youtube juga masing- 

masing. plus ada beberapa platform medsos yang tidak terlalu 

mainstrem, seperti tik-tok dan sebagainya juga kita punya.” (Hasil 

wawancara Kepala Diskominfo pada Rabu 15 April 2025 di Ruang 

Rapat Setda) 

 

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam 

berbagai Upaya mewujudkan pemerintah yang terbuka. 

1. Perumusan Kebijakan : Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar 

Informasi yang di kecualikan. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan 

Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 

2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik : Bekerjasama dengan LITBANG 

Kompas menyusun Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja 

Pemerintah Daerah. Mengelola kanal aduan laporbupati sebagai kanal 

aduan terintegrasi untuk menerima aduan dari masyarakat. 

3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik : Bekerjasama dengan 5 media 

cetak, 7 media online, 3 TV, 5 Radio, 15 FK Metra dan 43 KIM dalam 

rangka penyebarluasan informasi publik. Mengelola LPPL Radio Pesona 

FM dan Web TV. Mengelola Sosial Media dan Memproduksi Konten 

Informasi dan Edukasi tentang Informasi Publik. 

4. Pelayanan Infromasi Publik : Sosialisasi terkait literasi digital dan 

keterbukaan informasi publik kepada Pelajar, Komunitas. Perempuan, 

Komunitas Pemuda, Organisasi Masyarakat hingga Lansia. Monev 

kinerja pelayanan PPID Pelaksana dalam hal pelayanan informasi publik. 

Melakukan pendampingan kepada PPID Desa dalam pelaksanaan 

pelayanan Informasi Publik. 
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5. Pemningkatan Kapasitas Pengelola Infromasi :Melakukan pelatihan 

Bahasa Isyarat kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik, Crew Pesona 

dan WebTV. Bekerja sama dengan Kemenkomdigi memberikan 

pelatihan terkait conten creation kepada pengelola informasi publik. 

Bekerja sama dengan MAFINDO memberikan ToT tentang Literasi 

Digital kepada Pegawai Diskominfo dan Perwakilan Komunitas Pemuda 

Wonosobo. 

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Infromasi Publik 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyediakan berbagai sarana dan 

prasarana untuk memberikan pelayanan informasi publik, baik itu pelayanan 

secara luring lewat Ruang Informasi Publik maupun pelayanan secara 

daring lewat website, sosial media dan aplikasi Sobopedia. Ruang Informasi 

Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo beralamat di Gedung Diskominfo 

Wonosobo, Jalan Sabuk Alu No.2A Wonosobo. Setiap Pemohon Informasi 

yang datang akan dilayani oleh Petugas Informasi Publik yang sudah 

dibekali dengan kemampuan teknis untuk memberikan pelayanan informasi 

publik. Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Wonosobo menghadirkan 

pelayanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra 

dengan menyediakan formulir permohonan informasi dengan huruf braile. 

“Jam operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang 

informasi publik dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB pada 

hari Senin-Kamis, sedangkan hari Jumat dilayani pada pukul 07.30 

s.d. 11.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih 

dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya 

dan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media 
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komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, seperti email 

atau permintaan online melalui Sobopedia.” (Hasil Wawancara 

Yazilatul Pengelola PPID Pemkab Wonoosbo, 30 Maret 2025 di 

kantor Diskominfo) 

 

Pelayanan informasi publik secara daring terus dikembangkan 

melalui berbagai media yang disediakan oleh PPID Kabupaten Wonosobo. 

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja secara 

profesional dalam melaksanakan tugasnya harus meningkatkan 

kompetensinya. Sekalipun pemberian sarana prasarana pekerjaan dalam 

bentuk fisik pekerjaan belum maksimal dan bahkan masih perluterus 

menerus menambah fasilitas pendukung. Ttercatat pada tahun 2024 

dilakukan optimalisasi pengelolaan website yaitu: 

• Penyempurnaan fitur text to speech pada website utama Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo yaitu https://website.wonosobokab.go.id/ 

• Fasilitasi penyediaan website Kecamatan dengan menggunakan fitur 

open deca, sehingga pada tahun 2024 seluruh website Kecamatan 

yang ada di Wonosobo sudah terupdate dan diperbaharui informasi 

publiknya 

• Perubahan template website perangkat daerah kedalam template baru 

yang lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat 

Selain melakukan revitalisasi pada website sebagai media utama 

yang menyediakan informasi publik untuk masyarakat, PPID Utama 

Kabupaten Wonosobo juga terus memanfaatkan kanal media sosial untuk 

menyebarluaskan informasi publik. Lewat media sosial berbagai informasi 
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publik yang terkesan “berat” untuk dikonsumsi oleh masyarakat dikemas 

dengan tampilan yang lebih sederhana. Media sosial yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi publik juga beragam diantaranya twitter/X, 

instagram, youtube dan facebook. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk 

publik terus dilakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu 

informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data 

Wonosobo di alama thttps://satudata.wonosobokab.go.id/ dimana masing- 

masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai 

tugas pokok dan fungsinya. Selain itu PPID Kabupaten Wonosobo juga 

mengembangkan layanan melalui https://sobopedia.wonosobokab.go.id/. 

SoboPedia merupakan sebuah Platform Pencarian (Search Engine) 

Info/ Data terkait Daftar Informasi Publik khusus di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo. Cara kerja Platform ini sangat simple, dengan 

mencari Info/Data Daftar Informasi Publik sesuai Keyword yang kita 

masukkan ke dalam sistem. Namun jika datanya tidak ditemukan/ tidak ada, 

maka sistem akan mengalihkan pencarian dengan memanfaatkan API 

Google yang Algoritma-nya telah diprogram hanya akan mencari data yang 

ada pada domain wonosobokab, sehingga pengguna/ masyarakat tidak akan 

diberikan informasi dari luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

(Information Purification). 

3. Sumber Daya Manusia & Keuangan Pengelola Informasi Publik 

 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan 

pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 

http://data/
https://satudata.wonosobokab.go.id/
https://sobopedia.wonosobokab.go.id/
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mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan atau pelayananInformasi Publik serta sengketainformasi, 

dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Pelayanan 

informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo merujuk pada 

Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 491/124 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo, dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, 

dan dibantu Petugas Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari- 

hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga 

pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam rangka peningkatan 

kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Penguatan 

Kelembagaan bagi PPID Pelaksana SKPD dan Desa di Lingkungan 

Kabupaten Wonosobo. Atasan PPID memandnag perlunya kompetensi 

sumber daya manusianya. 

“Ya kalau dari sisi kompetensi memang harus banyak tingkatkan 

karena prinsipnya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. 

Sehingga kita harus selalu meningkatkan kompetensi makanya saya 

dorong teman-teman untuk menjadi manusia-manusia pembelajar 

kita harus belajar menyesuaikan dengan perkembangan zaman 

tentu.” (Hasil Wawancara Atasan PPID pada 24 Maret 2025 di 

Kantor Setda) 

 

Salah satu hal baru yang dilakukan di tahun 2024 adalah membuka 

diskusi dengan penyandang disabilitas sensorik netra, melalui diskusi ini 

PPID Kabupaten Wonosobo mendapatkan wawasan baru mengenai cara 
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berkomunikasi dan cara memberikan pelayanan yang ramah bagi 

penyandang disabilitas netra. 

Sedangkan seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait 

dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dibebankan 

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan mulai dari Perumusan Kebijakan, 

Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik hingga 

menjalin relasi dengan Forum Koordinasi Media Tradisional dan Kelompok 

Informasi Masyarakat sebagai mitra PPID untuk menyebarluaskan 

informasi. 

Penyediaan anggaran yang cukup untuk mewujudkan pemerintahan 

yang terbuka dan inovatif adalah salah satu bentuk komitmen pimpinan 

badan publik dalam hal ini Kepala Daerah untuk menjamin proses-proses 

pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal. Alokasi anggaran yang 

disediakan juga terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk memastikan 

berbagai inovasi dan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik didukung oleh anggaran yang memadai. 
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4. Pelaksanaan Pelayanan Infromasi Publik Tahun 2024 

• Kegiatan Yang Dilaksanakan: Pada Tahun 2024 Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo berupaya meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, 

melalui pelaksanaan kegiatan meliputi : 

1. Rapat Koordinasi Rutin antara PPID Utama dan PPID Pelaksana 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. 

2. Penyusunan Daftar Informasi Publik Kabupaten Wonosobo tahun 

2024. 

3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi atas Konsep Daftar Informasi yang 

Dikecualikan (DIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2024 bersama Komisi Informasi, Perangkat Daerah, dan Unsur 

akademisi/ Masyarakat Sipil. 

4. Rapat Koordinasi Rutin bersama admin/pengelola Website Dan PPID 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di 

Lingkungan Kabupaten Wonosobo. 

6. Uji Publik dan Penyelenggaraan Kegiatan Digital and Transparency 

Awards Tahun 2024 untuk memberikan apresiasi kepada Perangkat 

Daerah yang informatif. 

• Jumlah Pemohon Infromasi Publik: Selama Tahun 2024, Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo menerima 81 Permohonan Informasi yang 

disampaikan oleh Pemohon Informasi. Pemohon informasi terdiri dari 



57  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku 

usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian 

besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik dan 

pengembangan usaha masyarakat. Seluruh Permohonan Informasi 

tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh PPID Kabupaten Wonosobo 

(100%). 

• Waktu Pelayanan Permintaan Infromasi Publik: Rata-rata kecepatan 

yang diperlukan untuk merespon setiap permohonan informasi publik 

adalah 5 Hari Kerja. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi PPID Utama 

Kabupaten Wonosobo untuk dapat melakukan percepatan sehingga di 

tahun yang akan mendatang, setiap permohonan informasi yang 

disampaikan dapat direspon dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat. 

• Jumlah Permohonan Infromasi Publik Yang Dikabulkan: Pada 

Tahun 2024, PPID Kabupaten Wonosobo mengabulkan 81 permohonan 

informasi yang semuanya telah dipenuhi (100%). Permohonan Informasi 

tersebut ditujukan kepada berbagai PPID Pelaksana dengan 

memanfaatkan group whatsapp PPID Pelaksana untuk berkoordinasi 

dalam mengumpulkan permohonan informasi yang dimaksud. 

• Layanan pengaduan masyarakat Periode 1 Januari - 15 November 

2024 : Telah memberikan tindak lanjut terhadap 525 (lima ratus dua 

puluh lima) aduan masyarakat. Untuk kanal aduan masyarakat yang 

dikelola Pemkab wonosobo terdiri dari Lapor Bupati Wonosobo, 
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LAPOR Gubernur, SP4N LAPOR!, Whistleblowing System (WBS). No. 

WA laporbupati dan Kontak Aduan. 

5. Inovasi dan Digitalisasi Dalam Keterbukaan Infromasi Publik 

 

• Digitalisasi Layanan Infromasi Publik dengan membuat platform 

SOBOPEDIA sebagai portal infromasi yang terintegrasi dengan seluruh 

PPID Pelaksana. Dengan inovasi ini dapat Membudayakan Literasi 

Digital (Pemohon Informasi disarankan untuk mencari terlebih dahulu 

informasi yang diminta, baru menyampaikan permohonan informasi 

apabila informasi yang diminta tidak tersedia. Data permohonan 

informasi satu pintu dapat dikelola Diskominfo sebagai PPID Utama. 

OPD tidak perlu membangun aplikasi untuk melayani permohonan 

informasi, cukup melink-kan url sobopedia dalam kanal permohonan 

informasi yang sudah disediakan OPD. OPD dapat menginput secara 

manual permohonan informasi yang diterima melalui SoboPedia. 

• Digitalisasi Monev KIP Lewat Aplikasi/Sistem Informasi pada tahun- 

tahun sebelumnbya dilakuan secara manual, ditahun ini sebagai upaya 

menjamin layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID 

Pelaksana sesuai dengan standard layanan. Pada tahun 2024 dilaksanakan 

pendampingan/ monev secara berjenjang kepada 23 PPID Perangkat 

Daerah dan 15 PPID Pelaksana Kecamatan melalu tahapan 

Rapat/Sosialisasi, Desk konsultasi dan Monev langsung ke OPD terkait. 

“Perdana menggunakan Aplikasi E-monev, setelah sebelumnya 

kegiatan monev dilakukan secara manual. Kegiatan monev 

dilaksanakan sebagai upaya menjamin layanan informasi publik 

yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana sesuai dengan standard 
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layanan.” (Hasil Wawancara Yazilatul Pengelola PPID Pemkab 

Wonoosbo, Jum’at 30 Maret 2025 di kantor Diskominfo) 

 

• Inovasi dalam hal pelayanan Infromasi Publik yang Inklusif meliputi 

Penyediaan Form Permohonan Infromasi dan Keberatan dengan huruf 

Braile. Diskusi/tukar piker mengenai layanan infromasi yang ramah bagi 

bersama Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PERTUNI) sekaligus 

melaksanakn uji coba menu disabilitas pada website Wonosobo. 

Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Informasi Publik, 

Content Creator, Crew WebTV dan Radio Pesona bekerja sama dengan 

Gerakan Tuna Rungu untuk Kesejahteraan Indonesia (GERKATIN). 

Bekerjasama dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam penyelenggaraan 

event yang melibatkan public, dan selalu menyertakan subtitle pada 

setiap konten yang di produksi. Website Pemkab Wonoosbo dan layanan 

pengaduan Masyarakat Lapor Bupati Wonosobo telah memanfaatkan 

serta menggunakan fitur ramah disabilitas. 

• Uji Publik Monitoring dan Evaluasi KIP : Monitoring dan Evaluasi 

(Monitoring dan Evaluasi) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

merupakan momentum transformasi layanan informasi publik. 

Monitoring dan Evaluasi KIP sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauh 

mana Perangkat Daerah menjalankan kewajiban-kewajiban layanan 

informasi publik kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar kegiatan 

rutinitas yang diamanatkan oleh perundang-undangan ataupun sebagai 

ajang kompetisi antar perangkat daerah, Monitoring dan Evaluasi KIP 

perlu dimaknai sebagai kegiatan refleksi atas cara-cara penyampaian 
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informasi yang dilakukan kepada masyarakat. Monitoring dan Evaluasi 

KIP dilaksanakan dalam dua tahapan, tahapan pertama dilakukan untuk 

mengecek ketersediaan informasi pada website dan sosial media yang 

dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk memastikan 

informasi yang tersedia adalah informasi yang akurat, benar dan tidak 

menyesatkan dan harapannya informasi yang disediakan mampu 

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya 

pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penilaian pada tahapan pertama, 

telah dipilih 6 (enam) PPID Pelaksana dengan nilai tertinggi untuk 

mengikuti tahapan kedua yaitu uji publik. Uji Publik dilaksanakan 

dengan tujuan untuk menilai sejauh mana PPID Pelaksana di Kabupaten 

Wonosobo telah memenuhi komitmen terkait keterbukaan informasi, 

termasuk komitmen dalam penyediaan, sarana prasarana, pelayanan 

informasi publik serta inovasi dalam meningkatkan keterbukaan 

informasi. Uji publik ini melibatkan panelis dari berbagai institusi yaitu 

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari 

Akademisi dan Perwakilan dari masyarakat penyandang disabilitas. 

Melalui uji publik ini, diharapkan dapat terlihat PPID Pelaksana mana 

yang memiliki kinerja luar biasa dalam memberikan keterbukaan 

informasi serta dapat memotivasi PPID Pelaksana yang lain di Kabupaten 

Wonosobo. Kegiatan uji publik dilaksanakan di Gedung KORPRI 

Wonosobo pada tanggal 30 Desember 2024. 
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• Digitan and Transparency Awards 2024: merupakan sebuah 

penghargan untuk Keterbukaan Informasi dan Inisitaif Pemerintahan 

Berbasis Elektronik di Kanupaten Wonoosbo. Diskominfo berperan 

untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana 

termuat dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 yaitu “Mewujudkan 

Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera” dan mendorong 

pelaksanaan misi pertama dengan tujuan meningkatkan tata kelola 

pemerintahan dalam pelayanan publik, dengan sasaran menguatnya 

transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik serta 

pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan kolaborasi dan 

kerjasama dari berbagai pihak utamanya Organisasi Perangkat Daerah 

dan Kecamatan. Untuk mendorong kinerja dan sinergi antara OPD dan 

Kecamatan dan juga pemerintah Desa, Diskominfo akan memberikan 

penghargaan bagi OPD, Kecamatan dan Desa yang memiliki kinerja 

terbaik dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian 

dan Bidang Statistik melalui sebuah kegiatan yang berjudul Digital and 

Transparency Awards. Kegiatan dilaksanakan setelah uji publik 

dilaksanakan di Gedung KORPRI Wonosobo pada Senin sore tanggal 30 

Desember 2024. 
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6. Manajemen Data dan infromasi 

• Dukungan Kebijakan: Penyelenggaraan Jumat Cinta Statistik sebagai 

sebuah upaya untuk membangun sinergitas antar Organisasi Perangkat 

Daerah dalam membangun Satu Data di Kabupaten Wonosobo. 

- Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Satu Data Kabupaten Wonosobo 

- Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 500.12.16/194/2023 tentang 

Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Wonosobo 

- Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050.7/421/2021 tentang 

Penatapan 

- Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosoboik di Kab. Wonosobo 

 

• Manajemen Data di Kabupaten Wonosobo diwujudkan melalui Website 

garasi Data utama Perencanaan di Kabupaten Wonosobo (GARDU 

PERENCANAAN), Penyediaan infromasi/data yang dapat diakses 

public, dengan data yang bersumber dari Gardu perencanaan (SATU 

DATA), Sistem infromasi berbagi pakai data Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo melalui OPEN DATA. Sistem Infromasi mengenai 

Pendapatan pajak Daerah secara realtime (SITAWON). Aplikasi 

Perizinan Online Wonosobo yang melayani berbagai jen is perizinan 

daeri beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo APRIZOB). 

Sistem Infromasi mengenai fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja 

sama daerah di pemerintah Daerah Wonosobo (ASIKSOBO). 
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• Penggunaan Data untuk Penyusunan Kebijakan: Penyusunan 

Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan data yang bersumber dari Gardu 

Perencanaan, Open Data dan Satu Data Wonosobo. Pemanfaatan data 

berdasarkan aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 

Masyarakat (e-PPGBM) untuk kebijakan penanganan stunting. 

Pemanfaatan data berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk 

perbaikan kualitas pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo. 

Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Wonosobo untuk 

mengarusutamakan data/statistik dalam pengambilan kebijakan. 

• Desiminasi Data dan Kenijakan di Media Sosial: Seluruh PPID 

Pelaksana diwajibkan untuk mengumumkan Daftar Informasi Publik 

secara berkala melalui media sosial. Penyelenggaraan podcast/dialog 

publik untuk membahas mengenai kebijakan/data terkini yang perlu 

disampaikan melalui official Youtube WebTV dan LPPL Pesona. 

Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui media sosial 

secara rutin setiap 3 Bulan sekali (triwulan). Unggah serentak Infromasi 

Publik bersama seluruh media sosial Organisasi perangkat Daerah, 

Kecamatan dan Desa. Salah satu aktivis dalam dunia media sosial yaitu 

Koordinator organisasi MAFINDO Wonosobo, Astin mengungkapkan 

bahwa Pemkab Wonosobo sudah sangat baik dlama menyediakan 

infromasi bagi masyarakat: 

“sangat membantu, karena semua infromasi sangat lengkap. 

Websitenya juga sangat bagus banyak fitur yang mempermudah . 

kebetulan saya juga mengikuti instagram Wonosobo Hebat 

semacam ig pemerintah, disitu juga menyediakan informasi yang 
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terintegrasi dengan websitenya pemkab” (hasil wawancara singkat 

melalui telfon pada 26 Januari 2025) 

 

• Membangun Data dari Desa dengan Open SID: Pemerintah kabupaten 

Wonosobo Peluncuran Sistem Informasi Desa (SID) Terpadu melalui 

Open SID, Rabu (18/10/2023). Open SID dikembangkan untuk 

menggabungkan berbagai aplikasi yang ada di Desa kedalam 1 

dashboard. Prinsip interoperabilitas data menjadi elemen kunci yang 

digunakan dalam menjalankan OpenSID dengan menggunakan Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau Application Programming 

Interface (API). Keseriusan itu ditindaklanjuti melalui Penandatanganan 

MoU dan PKS antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan 

Perkumpulan Penggiat Sistem Informasi Desa (PPSID) tentang 

Penyelenggaraan SPBE Desa dan Kelurahan, Kamis (21/09/2024). 

• Satu Data Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

mengembangkan portal satu data Wonosobo yang menghimpun data dari 

Desa dan Kelurahan. 

• Membangun Kemanan Informasi: Bekerjasama dengan BSSN, 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Workshop Pengelolaan 

Insiden Siber sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi serta 

pemulihan insiden siber sekaligus sebagai langkah awal pembentukan 

tim Tim Tanggap Insiden Siber atau CSIRT CSIRT dibentuk untuk 

mendukung respon cepat terhadap berbagai serangan dan ancaman 
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keamanan siber, termasuk dalam melakukan mitigasi risiko kebocoran 

data dan informasi. 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan komitmen yang kuat 

untuk mewujudkan daerah yang terbuka, inklusif, dan peduli terhadap setiap 

suara serta pendapat warganya. Komitmen ini tercermin dalam berbagai upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, baik 

melalui regulasi yang jelas, peningkatan anggaran, maupun penguatan 

kelembagaan dan sumber daya manusia. 

“Program-program yang dirancang untuk mewujudkan pemerintahan 

yang terbuka melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari 

penyusunan kebijakan hingga inovasi digital dalam pelayanan 

informasi publik yang ramah disabilitas. Pemkab Wonosobo juga 

menunjukkan perhatian serius terhadap transparansi dengan 

membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi, seperti Satu 

Data Wonosobo dan Open SID untuk desa, guna memudahkan akses 

informasi bagi masyarakat.” (Hasil wawancara Kepala Diskominfo 

pada Rabu 15 April 2025 di Ruang Rapat Setda) 

 

Selain itu, Pemkab Wonosobo mengimplementasikan berbagai 

platform digital seperti Sobopedia dan mengembangkan sistem pengelolaan 

data berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam 

penyampaian informasi publik. Melalui berbagai kebijakan dan program ini, 

serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi dengan 

berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha mewujudkan 

pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut tidak hanya 

meningkatkan kualitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh 
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masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses informasi yang dibutuhkan 

dengan mudah dan cepat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisis Inovasi dan Digitalisasi Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik 

4.1.1. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Wonosobo 

 

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten 

Wonosobo menunjukkan adanya keselarasan dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan 

Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membentuk berbagai 

regulasi turunan yang memperkuat pelaksanaan prinsip transparansi, 

menerjemahkannya ke dalam regulasi daerah (Perda, Perbup, SK Bupati) dan 

penganggaran. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa 

keberadaan regulasi formal merupakan prasyarat penting bagi keterbukaan 

informasi publik (Azka & Najicha, 2023) mereka mencatat bahwa UU KIP menjadi 

landasan bagi hak warga memperoleh informasi. Selain itu, seperti pembentukan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID pembantu 

di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan pandangan 

Dwiyanto (2018) yang menyebut bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan publik. 
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Dalam konteks teoritis, regulasi ini menunjang prinsip good governance yang 

menekankan transparansi dan akuntabilitas (Retnowati, 2011) setiap badan publik 

wajib menyiapkan sarana, SDM, dan mekanisme layanan informasi. Maka, meski 

regulasi sudah ada di Wonosobo, harus dikaji sejauh mana komitmen politik dan 

implementasi nyata berjalan penelitian ini menemukan bahwa anggaran meningkat 

dan PPID ditetapkan, yang menyiratkan komitmen politik yang kuat. 

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa langkah- 

langkah Wonosobo memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik 

menguatkan  temuan Rizky  dan  Rukayat  (2022) dalam  penelitian berjudul 

“Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital di Jawa Tengah” yang 

menyatakan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai beralih dari pendekatan 

administratif ke model partisipatif berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini 

menguatkan temuan sebelumnya, khususnya dalam konteks penerapan regulasi 

nasional ke tingkat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

potensi daerah. Selain itu, pendekatan regulatif yang dilakukan Wonosobo juga 

sejalan dengan konsep Digital Government Framework yang dikemukakan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023), bahwa digitalisasi 

kebijakan publik harus dimulai dari harmonisasi regulasi dan kesiapan kelembagaan 

sebelum masuk ke ranah implementasi teknologinya. Dalam konteks ini, penelitian 

ini melengkapi teori dengan menunjukkan bagaimana kebijakan daerah mampu 

berfungsi sebagai jembatan antara prinsip nasional dan praktik implementasi di 

level lokal. 

4.1.2. Inovasi Layanan Informasi Publik di Wonosobo 
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Inovasi layanan informasi publik di Kabupaten Wonosobo ditandai dengan 

pembentukan sistem PPID yang aktif di tiap OPD, penggunaan website resmi 

pemerintah, aplikasi layanan publik berbasis digital, serta pemanfaatan media sosial 

sebagai kanal informasi yang interaktif. Berdasarkan hasil temuan lapangan, model 

inovasi ini mencerminkan implementasi prinsip e-government sebagaimana 

dijelaskan oleh Indrajit (2020), yakni pemanfaatan teknologi informasi untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan 

publik. Temuan ini sejalan dengan analisis nasional bahwa implementasi e- 

government dapat meningkatkan keterbukaan dan efisiensi layanan publik, 

meskipun masih dihadapkan oleh hambatan literasi digital dan infrastruktur 

(Letizia, 2023). 

Dalam konteks ini, penelitian di Wonosobo menguatkan temuan Salsabila dan 

Nugraha (2021) yang meneliti inovasi digitalisasi informasi publik di Kabupaten 

Banyumas, di mana PPID setempat menggunakan platform digital sebagai sarana 

publikasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Persamaan ini 

menunjukkan adanya pola penguatan digitalisasi pelayanan publik di wilayah Jawa 

Tengah yang relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, 

inovasi di Wonosobo memperlihatkan dimensi baru yakni penerapan open data 

dan sistem informasi terintegrasi, yang menunjukkan kemajuan dibanding 

penelitian terdahulu yang masih berfokus pada publikasi informasi satu arah. 

Lebih lanjut, inovasi layanan inklusif (braille, text-to-speech, bahasa isyarat) 

menunjukkan penguatan aspek keadilan akses dan inklusivitas. Hal ini melengkapi 
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literatur inklusifitas layanan publik (Cornwall, 2008) dengan bukti lokal bahwa 

digitalisasi tidak hanya tentang efisiensi tapi juga keadilan sosial. Temuan ini 

menegaskan bahwa inovasi layanan bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi juga 

desain layanan yang mempertimbangkan keragaman masyarakat. 

Perspektif teori inovasi pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan oleh 

Muluk (2019), inovasi publik yang berorientasi digital tidak hanya sekadar 

mengubah media komunikasi, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan yang 

kolaboratif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, penelitian di 

Wonosobo melengkapi konsep teori tersebut dengan menampilkan bentuk inovasi 

yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga menekankan peran kelembagaan 

PPID dan kolaborasi antar-OPD sebagai fondasi keberlanjutan inovasi. Dengan 

demikian, inovasi yang bagus tetap memerlukan dukungan organisasi, proses, dan 

manusia untuk menjadi efektif. 

4.1.3. Digitalisasi Tata Kelola Informasi Publik 

Transformasi digital dalam tata kelola informasi publik di Wonosobo 

merupakan bagian dari agenda besar Smart Governance dan Digital Government 

Indonesia (DGI) 2023–2027 yang dicanangkan Kominfo. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) telah memperluas akses masyarakat terhadap 

informasi publik melalui integrasi berbagai sistem digital dan portal layanan satu 

pintu. Pergeseran dari sistem manual menuju sistem digital berbasis aplikasi 

menunjukkan adanya peningkatan efisiensi sekaligus memperkuat prinsip 

akuntabilitas publik. 
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Temuan ini sejalan dengan hasil riset Fitriani (2023) berjudul “Digitalisasi 

Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Transparansi Publik di Kabupaten 

Sleman”, yang menyebut bahwa digitalisasi tata kelola meningkatkan kecepatan 

pelayanan dan partisipasi masyarakat, tetapi tetap memerlukan penguatan literasi 

digital dan infrastruktur. Dalam konteks Wonosobo, penelitian ini menguatkan hasil 

tersebut, dengan tambahan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi sangat 

dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah dan keberfungsian PPID sebagai 

pengendali informasi publik. 

Secara teoretis, temuan ini berkorespondensi dengan Teori Good Governance 

dan Konsep Transformasi Digital Sektor Publik (UNDP, 2022) yang menekankan 

pentingnya integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas digital dalam membangun 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi 

teoritis baru dalam konteks lokal Indonesia, bahwa digitalisasi tata kelola tidak hanya 

soal teknologi, melainkan juga tentang pembentukan budaya transparansi di 

lingkungan birokrasi. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengenai inovasi dan digitalisasi 

keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo menguatkan dan sekaligus 

melengkapi penelitian serta teori terdahulu. Penelitian ini mengonfirmasi relevansi 

teori good governance dan e-government dalam konteks lokal, serta menambahkan 

dimensi baru berupa integrasi inovasi digital dengan kebijakan daerah dan 

kolaborasi kelembagaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi 

keterbukaan informasi publik di Wonosobo bukan hanya bentuk penerapan 
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kebijakan nasional, tetapi juga model praktik lokal yang berorientasi pada 

partisipasi masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan terbuka. 

4.2 Analisis Difusi Inovasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten 

Wonosobo 

Implementasi keterbukaan informasi publik berbasis digital di Kabupaten 

Wonosobo dapat dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers 

(1962). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penyebaran inovasi dipengaruhi 

oleh empat elemen utama yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem 

sosial. Dalam konteks pemerintahan digital, teori ini relevan untuk memahami 

bagaimana inovasi layanan informasi publik dapat diterima oleh birokrasi maupun 

masyarakat. 

1. Inovasi (Innovation) 

 

Inovasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo 

ditunjukkan melalui digitalisasi layanan informasi seperti penguatan peran 

PPID, pemanfaatan website pemerintah, aplikasi layanan publik (Sobopedia, 

SITAWON, APRIZOB), serta penerapan open data dan layanan inklusif bagi 

kelompok rentan. Inovasi ini menunjukkan transformasi pelayanan publik dari 

sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih transparan dan responsif. 

Menurut Rogers (1962), keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh 

keunggulan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, kompleksitas, dan 

kemudahan untuk diimplementasikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

inovasi digital di Wonosobo memiliki keunggulan relatif karena mampu 

meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses informasi masyarakat. 
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Penelitian Indrajit (2020) menjelaskan bahwa implementasi e-government 

mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat 

transparansi pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian Letizia (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi 

pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, 

meskipun masih menghadapi kendala literasi digital masyarakat. 

Selain itu, penelitian Salsabila dan Nugraha (2021) mengenai inovasi 

digital informasi publik di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa 

penggunaan platform digital oleh PPID mampu meningkatkan interaksi dua arah 

antara pemerintah dan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil 

penelitian di Wonosobo bahwa inovasi digital tidak hanya meningkatkan 

efisiensi layanan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan publik. Penelitian lain oleh Wirtz dan Daiser (2018) menyatakan 

bahwa inovasi digital dalam sektor publik mampu menciptakan model pelayanan 

yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks 

Wonosobo, penerapan layanan inklusif seperti braille dan text-to-speech 

menunjukkan bahwa inovasi digital juga diarahkan untuk meningkatkan 

keadilan akses informasi bagi seluruh masyarakat. 

2. Saluran Komunikasi (Communication Channels) 

 

Saluran komunikasi merupakan media yang digunakan untuk 

menyebarluaskan inovasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti website resmi, media sosial 
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pemerintah, aplikasi layanan publik, sosialisasi langsung, serta kerja sama 

dengan media massa dan komunitas lokal. 

Menurut Rogers (1962), keberhasilan difusi inovasi sangat dipengaruhi 

oleh efektivitas komunikasi dalam menyampaikan manfaat inovasi kepada 

masyarakat. Strategi komunikasi multi-channel yang diterapkan Wonosobo 

menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat yang 

beragam. 

Penelitian Setiawan (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah 

dengan media lokal dan komunitas masyarakat dapat meningkatkan efektivitas 

penyebaran informasi publik. Selain itu, penelitian Mergel, Edelmann, dan Haug 

(2019) menjelaskan bahwa pemanfaatan media sosial dalam pemerintahan 

digital mampu meningkatkan transparansi, memperkuat interaksi pemerintah 

dengan masyarakat, serta mempercepat penyebaran informasi publik. Penelitian 

Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) juga menyebutkan bahwa penggunaan 

teknologi digital, khususnya media sosial, dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Temuan tersebut selaras 

dengan praktik komunikasi digital di Wonosobo yang memanfaatkan berbagai 

platform teknologi untuk menjangkau masyarakat secara luas. 

Namun demikian, penelitian Mossberger et al. (2003) tentang digital 

divide menunjukkan bahwa kesenjangan akses teknologi dapat menghambat 

efektivitas komunikasi inovasi. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian di 

Wonosobo, di mana keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan menjadi 

tantangan dalam penyebaran informasi digital. 
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3. Waktu (Time) 

Dalam teori difusi inovasi, waktu merupakan faktor penting dalam proses 

adopsi inovasi. Proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap dan 

melibatkan berbagai kelompok adopter, mulai dari innovator, early adopters, 

hingga late adopters. Implementasi keterbukaan informasi publik di Wonosobo 

menunjukkan proses difusi inovasi yang berkembang secara progresif melalui 

pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan PPID, serta pengembangan 

sistem digital layanan informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian aparatur pemerintah dan masyarakat telah menjadi early adopters 

dalam memanfaatkan layanan digital. 

Penelitian Chatfield (2025) menjelaskan bahwa adopsi layanan e- 

government dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

serta persepsi kemudahan penggunaan teknologi. Selain itu, penelitian 

Venkatesh et al. (2022) melalui model UTAUT menunjukkan bahwa faktor 

sosial, ekspektasi kinerja, dan kemudahan penggunaan teknologi sangat 

mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi digital. 

Dalam konteks Wonosobo, masih terdapat kelompok masyarakat yang 

tergolong late adopters, terutama masyarakat pedesaan dan kelompok lansia 

yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

difusi inovasi memerlukan strategi sosialisasi berkelanjutan agar seluruh 

masyarakat dapat mengadopsi inovasi secara merata. 

4. Sistem Sosial (Social System) 
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Sistem sosial merupakan lingkungan sosial yang mempengaruhi 

keberhasilan difusi inovasi. Dalam penelitian ini, sistem sosial melibatkan 

pemerintah daerah, masyarakat Wonosobo, media massa, serta komunitas digital 

lokal. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi keterbukaan 

informasi publik sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, dukungan 

anggaran, serta penguatan kelembagaan PPID. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Widodo (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

publik sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan. 

Penelitian Putnam (2020) tentang social capital juga menjelaskan bahwa 

kolaborasi antar aktor sosial dapat memperkuat keberhasilan implementasi 

kebijakan publik. Dalam konteks Wonosobo, kolaborasi pemerintah dengan 

media, komunitas masyarakat, dan lembaga informasi daerah menunjukkan 

adanya dukungan sistem sosial yang kuat terhadap difusi inovasi. 

Namun demikian, Kotter (1996) menunjukkan bahwa resistensi terhadap 

perubahan dalam organisasi sering menjadi hambatan dalam implementasi 

inovasi. Temuan ini juga terlihat dalam birokrasi Wonosobo, di mana sebagian 

aparatur masih membutuhkan adaptasi terhadap perubahan sistem digital 

pelayanan publik. 

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Difusi Inovasi Rogers, 

implementasi keterbukaan informasi publik berbasis digital di Kabupaten 

Wonosobo menunjukkan bahwa proses difusi inovasi telah berjalan secara 
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sistematis. Inovasi digital didukung oleh saluran komunikasi yang beragam, proses 

adopsi yang bertahap, serta sistem sosial yang relatif mendukung. 

Penelitian ini menguatkan temuan berbagai penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan 

transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah. Namun 

demikian, keberhasilan difusi inovasi masih dipengaruhi oleh faktor literasi digital 

masyarakat, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi dalam menerima 

perubahan. 

Dengan demikian, strategi peningkatan literasi digital, penguatan 

infrastruktur teknologi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi 

langkah strategis dalam mempercepat difusi inovasi keterbukaan informasi publik. 

Implementasi inovasi digital di Kabupaten Wonosobo tidak hanya menunjukkan 

transformasi teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma tata kelola 

pemerintahan menuju sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. 

 

 

4.3 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keterbukaan Infromasi 

Publik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

Implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo dapat 

dikatakan didorong oleh beberapa faktor pendukung yang kuat, namun juga 

dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya. Dalam 

menganalisis faktor-faktor ini, penting untuk menyandingkannya dengan teori-teori 

yang relevan, penelitian terdahulu, serta regulasi yang berlaku guna memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi. 
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4.3.1. Analisis Faktor Pendukung 

Analsiis faktor pendukung dalam mewujudkan keterbukaan infromasi 

publik yaitu Komitmen dan Dukungan Pimpinan Daerah menjadi faktor yang 

paling dominan dalam mendukung keberhasilan keterbukaan informasi publik 

di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah, melalui Bupati dan pejabat 

terkait, telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengeluarkan regulasi 

yang mendukung, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo 

tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati yang menetapkan Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD, kecamatan, dan desa. 

Dukungan ini selaras dengan penelitian Widodo (2018) yang menegaskan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada 

komitmen pemimpin daerah dalam mendorong perubahan. Regulasi yang 

mendukung ini bukan hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga menunjukkan 

perhatian nyata terhadap pembentukan struktur dan mekanisme yang 

memudahkan akses informasi bagi masyarakat. 

Selain itu, Peningkatan Anggaran untuk pengelolaan informasi publik 

menjadi faktor pendukung penting lainnya. Peningkatan alokasi anggaran yang 

signifikan dari Rp 0,8 miliar pada 2022 menjadi Rp 3,1 miliar pada 2024 

menunjukkan keseriusan Pemkab Wonosobo dalam mengelola sumber daya 

untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Temuan ini mendukung 

pandangan Pratiwi (2017) yang menyatakan bahwa anggaran yang memadai 

sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi 

publik. Dengan anggaran yang lebih besar, Pemkab dapat mengembangkan 
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infrastruktur teknologi yang diperlukan dan meningkatkan kapasitas sumber 

daya manusia untuk memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat. 

Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi juga menjadi faktor pendukung yang 

sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memanfaatkan berbagai 

platform digital seperti Sobopedia, SITAWON, dan APRIZOB, yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan 

transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip New Public Management (NPM) 

yang diusung oleh Osborne dan Gaebler (1992), yang menganggap teknologi 

sebagai alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi 

pemerintahan. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi 

juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan data yang 

diperlukan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem Open Data yang diterapkan 

oleh Pemkab Wonosobo turut memperkuat transparansi pemerintahan dan 

memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan data yang disediakan untuk 

kepentingan mereka. 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi 

faktor pendukung yang penting. Pemkab Wonosobo aktif dalam memberikan 

pelatihan kepada aparat pemerintah terkait literasi digital, bahasa isyarat, dan 

pembuatan konten informasi publik. Pelatihan-pelatihan ini meningkatkan 

kompetensi aparatur negara dalam memberikan pelayanan informasi yang 

berkualitas dan inklusif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Good 

Governance, yang mengedepankan pelayanan publik yang transparan, efisien, 

dan berbasis pada kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Dengan 
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meningkatkan kapasitas SDM, Pemkab Wonosobo dapat memberikan 

pelayanan informasi publik yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Kolaborasi dengan Media dan Komunitas juga sangat mendukung 

keberhasilan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo bekerja sama dengan berbagai media massa dan komunitas, baik 

yang berbasis media cetak, online, maupun radio dan TV, untuk 

menyebarluaskan informasi publik. Kerja sama ini penting karena dapat 

menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terakses oleh 

platform digital, seperti kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah 

terpencil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2019) yang 

menyebutkan bahwa keterlibatan media dan komunitas lokal sangat efektif 

dalam memperluas cakupan komunikasi informasi publik. 

4.3.2. Analisis Faktor Penghambat 

Namun, di balik faktor pendukung tersebut, Keterbatasan Infrastruktur 

dan Akses Internet masih menjadi tantangan besar dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik. Meskipun Pemkab Wonosobo telah 

mengembangkan berbagai platform digital, masih terdapat daerah-daerah yang 

sulit dijangkau oleh jaringan internet, terutama di pedesaan. Keterbatasan ini 

menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses informasi publik 

secara online. Temuan ini memperkuat teori Digital Divide yang dikemukakan 

oleh Mossberger et al. (2003), yang mengidentifikasi kesenjangan akses 

teknologi  dan  informasi  sebagai  salah  satu  hambatan  utama  dalam 



81  

pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Masyarakat yang tinggal di 

daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas akan tertinggal dalam 

memperoleh akses informasi publik yang setara dengan mereka yang tinggal di 

kawasan perkotaan. 

Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat, terutama terkait dengan literasi 

digital, menjadi penghambat selanjutnya. Meskipun Pemkab Wonosobo telah 

melakukan sosialisasi dan pelatihan literasi digital, sebagian besar masyarakat, 

terutama kelompok lansia dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, masih 

mengalami kesulitan dalam mengakses informasi melalui platform digital. Hal 

ini sesuai dengan temuan Kartika (2017) yang menyatakan bahwa rendahnya 

literasi digital masyarakat menghambat pemanfaatan teknologi untuk 

mengakses  informasi  publik.  Dalam  konteks  ini, Teori  Literasi Digital 

menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan agar masyarakat lebih siap 

dan terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan oleh 

pemerintah. 

Keterbatasan SDM di Tingkat Desa dan Kecamatan juga menjadi faktor 

penghambat yang signifikan. Meskipun Pemkab Wonosobo telah membentuk 

PPID di tingkat OPD, kecamatan, dan desa, namun jumlah petugas yang 

terlibat dalam pelayanan informasi publik masih terbatas, terutama di desa- 

desa kecil. Keterbatasan SDM di tingkat lokal ini berpotensi menghambat 

kelancaran alur informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Sutrisno (2016) yang mengungkapkan bahwa kekurangan 

petugas di tingkat desa dan kecamatan dapat memperlambat proses pelayanan 
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informasi. Teori Administrasi Publik juga menekankan pentingnya distribusi 

SDM yang merata untuk memastikan pelayanan informasi yang efisien di 

seluruh wilayah. 

Kurangnya Koordinasi dan Standarisasi antara PPID Utama dan PPID 

Pelaksana di berbagai OPD dan desa turut menjadi penghambat. Meskipun ada 

sistem terintegrasi seperti Sobopedia, perbedaan prosedur antara OPD atau 

desa dalam melayani permohonan informasi dapat menyebabkan 

ketidaksesuaian dalam standar pelayanan informasi. Hal ini menunjukkan 

perlunya penerapan Teori Jaringan Pemerintahan (Network Governance) yang 

diajukan oleh Rhodes (1997), yang menekankan pentingnya koordinasi yang 

baik antara berbagai aktor dalam pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan 

kebijakan yang konsisten dan standar. 

Resistensi terhadap Perubahan dalam Birokrasi juga menjadi tantangan 

dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Beberapa pegawai 

pemerintahan yang terbiasa dengan pola kerja lama sering kali menolak 

perubahan yang diperlukan dalam kebijakan keterbukaan informasi. Teori 

Perubahan Organisasi yang dikemukakan oleh Kotter (1996)menyatakan 

bahwa perubahan dalam birokrasi membutuhkan waktu dan kesediaan untuk 

beradaptasi. Resistensi terhadap perubahan ini dapat menghambat kelancaran 

proses implementasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan akurasi 

dan kelancaran pengelolaan informasi publik. 

Secara keseluruhan, meskipun Pemkab Wonosobo telah menunjukkan 

upaya yang baik dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik 
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melalui berbagai faktor pendukung, tantangan yang terkait dengan 

infrastruktur, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas SDM di tingkat lokal 

perlu segera diatasi. Pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan 

literasi digital, penguatan koordinasi antar PPID, dan alokasi anggaran yang 

lebih merata, akan menjadi kunci dalam mempercepat proses keterbukaan 

informasi di Kabupaten Wonosobo. 

Secara keseluruhan, ketiga kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten 

Wonosobo dalam tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan yang cukup 

kompleks dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang optimal. 

Meskipun sudah ada beberapa upaya dan inovasi yang dilakukan, masih 

terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penguatan kapasitas SDM, 

peningkatan sistem keamanan informasi, serta pemasyarakatan lebih luas 

mengenai hak-hak publik dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID Kabupaten Wonosobo 

perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan-kelemahan yang 

ada, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif dalam 

menghadapi tantangan di masa depan. 

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diajukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten 

Wonosobo mencakup langkah-langkah strategis yang berfokus pada aspek 

internal, teknis, serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan informasi 

yang disediakan. Rangkaian rekomendasi ini penting dalam memastikan 

kebijakan keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan 
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dapat mengatasi tantangan yang ada. Pembahasan rekomendasi ini akan 

disandingkan dengan penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan, serta 

regulasi yang ada untuk memperdalam pemahaman mengenai langkah-langkah 

yang perlu diambil. 

Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis (bintek), 

rapat, dan uji konsekuensi kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana di tingkat 

Perangkat Daerah dan Desa sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman 

dan kapasitas SDM terkait pentingnya keterbukaan informasi publik. Ini 

sejalan dengan temuan dalam penelitian Setiawan (2019) yang menunjukkan 

bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi 

adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap regulasi dan 

prosedur yang berlaku. Teori Administrasi Publik menggarisbawahi 

pentingnya penguatan kapasitas SDM dalam mewujudkan pelayanan publik 

yang efektif. Dengan pelatihan dan sosialisasi yang berkesinambungan, 

kemampuan aparat pemerintah dalam mengelola dan memberikan informasi 

yang transparan akan semakin meningkat. Regulasi yang mendasari langkah 

ini adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap pejabat PPID untuk 

memahami standar pelayanan informasi publik dengan baik. Dalam hal ini, 

pembekalan yang intensif kepada pegawai di tingkat lokal akan memperkuat 

implementasi regulasi tersebut, sehingga pelayanan informasi lebih sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 
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Rekomendasi untuk memperbarui dan memastikan keamanan database 

pada website dan portal Open Data sangat penting dalam konteks pemanfaatan 

teknologi untuk keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi dalam 

menyediakan informasi yang mudah diakses publik adalah faktor penting yang 

mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam teori New Public 

Management (NPM), pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. 

Pemutakhiran website dan portal Open Data akan memudahkan masyarakat 

dalam mengakses informasi secara lebih efisien dan aman, mengurangi potensi 

kebocoran informasi, serta memberikan transparansi yang lebih baik dalam 

pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 

tentang Pelayanan Informasi Publik, pemerintah daerah diwajibkan untuk 

menyediakan informasi yang mudah diakses dan transparan. Oleh karena itu, 

pemutakhiran ini perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas dan 

relevansi informasi yang tersedia. 

Mengikutsertakan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dalam 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan 

Komisi Informasi Jawa Tengah akan memberikan peluang bagi peningkatan 

kapasitas serta memperluas wawasan mengenai kebijakan keterbukaan 

informasi. Hal ini mendukung teori Social Capital yang dikemukakan oleh 

Putnam (2000), yang menganggap bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, 

termasuk dengan lembaga di tingkat provinsi, dapat memperkuat 



86  

jaringan dan mempercepat implementasi kebijakan. Kegiatan ini juga 

memberikan kesempatan bagi PPID Kabupaten Wonosobo untuk belajar dan 

beradaptasi dengan kebijakan terbaru serta praktik terbaik yang diterapkan di 

daerah lain. Regulasi terkait adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur mengenai peran aktif 

Komisi Informasi dalam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada 

pengelola informasi publik. Keterlibatan PPID Kabupaten Wonosobo dalam 

kegiatan tersebut akan membantu memperkuat kualitas pengelolaan informasi 

di daerah. 

Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, 

dengan pendekatan yang lebih sektoral dan spesifik, seperti melibatkan 

komunitas perempuan, penyandang disabilitas, dan mahasiswa/pelajar, sangat 

relevan dengan prinsip inklusivitas dalam pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan teori Good Governance, masyarakat harus terlibat aktif dalam 

proses pengambilan keputusan dan akses informasi untuk memastikan adanya 

partisipasi yang maksimal. Dengan melibatkan kelompok rentan yang mungkin 

tidak terjangkau oleh media konvensional, seperti disabilitas atau kelompok 

perempuan, informasi publik dapat lebih merata tersebar dan diterima oleh 

berbagai lapisan masyarakat. Penelitian Kartika (2017) juga menyatakan 

bahwa pendekatan yang lebih inklusif, dengan memfokuskan perhatian pada 

kelompok yang sering kali terpinggirkan, akan meningkatkan kualitas 

pemerintahan dan mendekatkan pemerintah pada masyarakat. Regulasi yang 

mendasari adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
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Informasi Publik, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi 

kepada semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 

Sosialisasi yang lebih intensif kepada PPID Pelaksana tentang Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mengenai standar layanan informasi 

publik sangat penting untuk memastikan bahwa pengelola informasi publik 

memahami sepenuhnya standar pelayanan yang diharapkan. Ini sejalan dengan 

teori Institutional Theory yang dikemukakan oleh Scott (2008), yang 

menyatakan bahwa organisasi perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap 

regulasi yang berlaku agar dapat bertindak secara konsisten dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang regulasi 

tersebut, PPID dapat lebih efektif dalam menyediakan informasi yang sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan, meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam layanan informasi publik. 

Untuk memastikan implementasi yang sukses dari rekomendasi tersebut, 

Pemkab Wonosobo perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala 

terhadap setiap langkah yang diambil. Selain itu, perbaikan pada faktor-faktor 

penghambat, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses internet, serta 

peningkatan koordinasi antar PPID, akan mempercepat pencapaian tujuan 

keterbukaan informasi publik. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik, evaluasi 

dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk menjaga kualitas layanan 

informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, 

dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan aspek- 
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aspek yang telah disarankan, Pemkab Wonosobo dapat mewujudkan 

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan yang 

perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan 

memberikan dampak positif terhadap transparansi pemerintahan dan partisipasi 

masyarakat. Dengan perbaikan dalam hal manajemen SDM, keamanan 

informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, PPID Kabupaten Wonosobo 

dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik yang 

berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan 

daerah. 

Faktor pendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten 

Wonosobo meliputi komitmen pemerintah daerah, peningkatan anggaran, 

adopsi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam pelayanan 

inklusif. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup keterbatasan 

infrastruktur dan akses internet, kurangnya pengetahuan masyarakat, 

keterbatasan SDM di tingkat desa, kurangnya koordinasi antar PPID, resistensi 

terhadap perubahan dalam birokrasi, serta alokasi anggaran yang belum 

sepenuhnya optimal. 

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi publik, 

perlu dilakukan perbaikan pada faktor-faktor penghambat tersebut, antara lain 

dengan memperluas infrastruktur digital di daerah terpencil, meningkatkan 
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koordinasi antar PPID, serta melanjutkan pelatihan literasi digital bagi 

masyarakat dan pegawai pemerintah. Dengan mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut, Pemkab Wonosobo dapat lebih maksimal dalam mewujudkan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan 

kemajuan signifikan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui 

kebijakan, inovasi, dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Implementasi 

kebijakan keterbukaan informasi di Wonosobo telah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai peraturan 

turunan dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya penguatan 

kelembagaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

Secara empiris, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, 

khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana 

dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa 

digitalisasi tata kelola informasi publik telah menjadi katalis penting dalam 

mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih terbuka dan efisien. Melalui 

inovasi digital seperti Sobopedia, SITAWON, dan APRIZOB, pemerintah daerah 

mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi, mempercepat proses 
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pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Hasil penelitian ini memperkuat teori dan temuan terdahulu, di antaranya 

penelitian Rizky dan Rukayat (2022) serta Salsabila dan Nugraha (2021), yang 

menyatakan bahwa digitalisasi informasi publik di daerah mampu meningkatkan 

transparansi dan partisipasi warga. Akan tetapi, penelitian ini juga melengkapi 

teori-teori sebelumnya dengan menekankan pentingnya integrasi kelembagaan dan 

budaya birokrasi yang adaptif sebagai prasyarat keberhasilan keterbukaan informasi 

publik. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh komitmen politik pimpinan daerah, 

kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital masyarakat. 

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam 

implementasi keterbukaan informasi publik di Wonosobo, antara lain keterbatasan 

infrastruktur digital di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, 

serta ketimpangan kapasitas antar-PPID. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

inovasi dan digitalisasi yang telah berjalan masih memerlukan optimalisasi dalam 

aspek pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan koordinasi 

antar-perangkat daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

digitalisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo menguatkan dan 

sekaligus melengkapi teori dan hasil penelitian terdahulu, dengan menegaskan 

bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan terbuka tidak semata-mata bergantung 

pada aspek teknologi, melainkan juga pada sinergi kelembagaan, komitmen 

kepemimpinan, serta partisipasi aktif masyarakat. Model implementasi yang 
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diterapkan di Kabupaten Wonosobo dapat menjadi contoh praktik baik (best 

practice) penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas digital di 

tingkat pemerintahan daerah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas digital hingga tingkat desa 

untuk memastikan pemerataan layanan keterbukaan informasi publik. Selain itu, 

perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital, 

baik bagi pejabat PPID maupun masyarakat, melalui pelatihan dan kolaborasi 

dengan  lembaga  pendidikan  serta  komunitas  lokal.  Pemerintah  juga perlu 

memperkuat koordinasi antar-PPID dan standarisasi layanan guna menjamin 

konsistensi kualitas informasi publik di seluruh perangkat daerah. Selanjutnya, 

kolaborasi multi-pihak dengan media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat 

sipil penting dilakukan dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik agar 

partisipasi masyarakat semakin meningkat. Terakhir, diperlukan pemutakhiran 

sistem dan penguatan keamanan data digital secara berkala untuk menjaga 

keandalan sistem dan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. 

Pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkokoh 

penerapan prinsip good governance berbasis digital di Kabupaten Wonosobo serta 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 
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